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ABSTRAK

Nama :VinaAliya
Program Studi : 1lmu Hukum
Judul : Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
K ependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Skripsi ini menjelaskan mengenai status hukum transeksual dan perkawinannya
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam penelitian ini diambil tema mengenai transeksual dalam kaitannya dengan
hak-haknya seperti mendapatkan identitas baru yaitu perubahan nama dan jenis
kelamin untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil dan juga mengenai perkawinan
dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan peraturan
perundang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan
mengenal suatu permasal ahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif
dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku.

Hasll dari penelitian ini adalah bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas
yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengena perubahan
Identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan
transeksual adalah tidak sah berdasarkan sahnya perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dapat dicatatkan
di Pencatatan Sipil.

Kata kunci: transeksual, perkawinan, pencatatan sipil

viii

Universitas Indonesia
Status hukum ..., Vina Aliya, FH UI, 2012



ABSTRACT

Name :VinaAliya
Program of Study : Law
Tittle : The Legal Status of Transsexuals and Marriagein Terms

of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and
Act No.1 of 1974 on Marriage.

The focus of this study is to explain the legal status of transsexuals and marriage
in terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of
1974 on Marriage. This research takes the themes of transsexuals in relation to
their rights such as getting a new identity that is change of name and sex to be
listed in the Civil Registry and also about the validity of marriage related with
laws and regulation. The study is conducted in analytical descriptive in order to
explain related information by interviewing the expert and perform qualitative
analysis from related literature and regul ations.

This study finds that transsexuals can get a new identity by getting determination
from the court about their new identity and then can be listed to the Civil Registry
and transsexua marriage is not valid based on the validity of the marriage in Act
No. 1 of 1974 on Marriage, so it cannot be listed in Civil Registry.

Key words: transsexuals, marriage, civil registry
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia atas dua jenis kelanaity yaki-laki dan
perempuan. Namun, dengan perkembangan zaman vyajagi tesaat ini
menimbulkan fenomena yang menarik. Fenomena terseébrjadi pada
lingkungan sosial saat ini-dan dibantu dengan aalgerkembangan teknologi
terutama dalam bidang kedokteran. Fenomena tersgikahal dengan nama
transeksual: Transeksual secara sederhana dapgiatiaebagai pergantian jenis
kelamin dari perempuan menjadi laki-laki maupun i diaki-laki menjadi
perempuan dengan cara operasi.

Dalam penyebutannya terkadang kata “transeksuatingsedigantikan
dengan kata “transgender” dengan maksud mempeksank@dua kata tersebut.
Namun, kata “transeksual’” maupun kata “transgendeiniliki pengertian yang
berbeda. Kata “transgender” berasal dari katias dangender Dimana katdrans
berarti perubahan sedangkan kgémdermengacu kepada peran sosial, perilaku,
aktivitas, dan atribut yang dibangun masyarakaulumhenentukan yang tepat
bagi ptia dan perempuarContohnya adalah perempuan memakai rok dan laki-
laki memakal celana. Sedangkan kata “transeksulaitdlan dengan katseksual
yang dalam-arti sederhananya adalah jenis kelammamseksual adalah pikiran
secara harfiah, secara fisik terperangkap di dalaoah lawan jenis sehingga
dilakukannya pergantian kelanfin.

Berbagai macam alasan yang menyebabkan sesoramdfukesh operasi
perubahan kelamin. Alasan tersebut dapat dikategormenjadi 2 (dua), yaitu
karena alasan medis dan non-medis. Namun yanglitesgat ini, banyak sekali
laki-laki atau perempuan yang melakukan operasilygran kelamin disebabkan
adanya indikasi non-medis, dimana hal tersebut efsadykan berbagai macam

kontrofersi.

! ., http://www.who.int/, Health Topic: Gender. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011
pukul 19.13 wib
% -, http://www.transsexual.org/. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 19.20 wib
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Kasus mengenai transeksual menyentuh berbagaigoittan pengetahuan.
Diantaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu psikolatan ilmu hukum. Apabila
membicarakan transeksual dalam segi hukum, beratnbicarakan mengenai
hak-hak.

Di Indonesia, kasus mengenai transeksual dimaaildlan Rubianto yang
melakukan operasi perubahan kelamin. Kasus IwanaRtdini merupakan awal
dari perkembangan hukum di Indonesia mengenai pgagakelamin. Dimana
putusan hakim pada saat itu mensahkan perubahamikeyang dilakukan Iwan
Rubianto dan mensahkan lwan Rubianto menjadi paramgengan nama Vivian
Rubianti.

Seseorang yang telah melakukan operasi perubahamikeatau disebut
juga transeksual dapat mengajukan -permohonan kepaagadilan untuk
mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadidifungsikan untuk
mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamibutessperti yang dilakukan
oleh lwan Rubianto. Sehingga, seorang. pria yanghtehelakukan operasi
perubahan kelamin menjadi perempuan akan dinyatathrsebagai perempuan
dan begitu juga sebaliknya dari perempuan menjati-laki. Penetapan
pengadilan akan sangat berguna karena berkaitagadenak-hak yang harus
didapatkan mereka yang melakukan perubahan kelasgbagai seorang warga
negara dan begitu pula dengan kewajibannya.

Namun, yang terjadi selanjutnya adalah apakah b#kdari mereka yang
telah melakukan operasi perubahan kelamin tela@pdittan. Ataupun mungkin
apakah dari mereka yang telah melakukan operasbaban kelamin benar-benar
telah dipersamakan dengan perempuan ataupun kakydag tidak melakukan
operasi perubahan kelamin. Hak-hak yang harus riatpediantaranya adalah
mengenai hak untuk mendapatkan identitas, hak umekikah dan hak untuk
mendapatkan pekerjaan. Namun, yang terfokus dalembghasan ini adalah
mengenai hak hak untuk mendapatkan keabsahantagehtirunya dan hak untuk
menikah. Hak-hak dan kewajiban mereka yang telaHakukan operasi
perubahan kelamin tersebut dilihat di dalam peastyrerundang-undangan yang
berlaku.
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repufdignésia tahun
1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan derigan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hulitan setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialanhi penduduk Indonesia yang
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negararedia® Hal ini berkaitan
dengan masalah identitas pada akta pencatatan i@l administrasi
kependudukan lainnya yang harus diperbarui berkasampergantian jenis
kelamin maupun pergantian nama yang dilakukan olereka yang melakukan
operasi perubahan kelamin. Sedangkan mengenaivped dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orangakertembentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yaaiy $/engenai perkawinan
diatur didalam hukum perkawinan, dimana hukum pemkan itu sendiri
bertalian dengan hubungan.antara pria dan wanitzk unmenciptakan keluarga.
Sebagaimana perkawinan itu diatur di dalam Undangadg Perkawinan,
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara sep@ama dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keduatgu rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhananYang Msda E

Permasalahan yang kemudian timbul adalah ketikadaak mereka yang
melakukan operasi perubahan kelamin diberikan i#rlenengenai perkawinan,
apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan selpggawinan yang sah atau
tidak dan.bagaimana dampak hukum dari perkawineselet apabila ternyata
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di ddJadang-Undang Perkawinan.
Sedangkan mengenai identitas, apakah mereka ykiygreelakukan perubahan

kelamin telah mendapatkan keabsahan atas idepéitesbaru atau belum.

3Indonesia,Undang—UndangAdministrasiK'ependudukan,UU No. 23 Tahun 2006, TLN
No 4674, pertimbangan.

* Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945: Setelah Amandemen, pasal 28 B ayat 1

Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan Perdata Barat, cet.pertama, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal 26.

6Indonesia,Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1,

pasal 1
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1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelanmenjelaskan bahwa
dengan pengesahannya seseorang menjadi pria atdia wetelah dilakukannya
operasi perubahan kelamin menimbulkan berbagaamgatn. Hal ini terutama
berkaitan dengan hak-hak asasi yang seharusnyaati@am sebagaimana yang
diatur berdasarkan peraturan perundang-undanganbgataku.
Untuk itu, dapat dirumuskan permasalahan yang ddiala sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan seseorang yang telah melakugaraspo perubahan
kelamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200&Gig Administrasi
Kependudukan mengenai status pribadi dan statusnhfik

2. Apakah perkawinan yang dilakukan seseorang yaiad telelakukan operasi
perubahan kelamin sesual dengan perkawinan yargr diadalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan perumusan. masalah tersebut di atas, tajakn dilakukannya

penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Hubungan seseorang yang telah’ melakukan perubalktamik dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdmasstKependudukan
mengenai status pribadi dan status hukum

2. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang takllakukan perubahan
kelamin dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu@74l tentang

Perkawinan

1.4 Manfaat Pendlitian

Adapun dengan diadakannya penelitian ini diharapa@pat memberikan

manfaat kepada:

1. Pemerintah
Untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah dgpat membuat
peraturan perundang-undangan maupun ketetapan parigitan dengan
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transeksual agar dapat memberikan kepastian hukbagaimana tujuan dari
hukum itu sendiri.

2. Masyarakat
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat padamnya dan kaum
transeksual pada khususnya mengenai kedudukanmyatdihukum agar hak-
hak mereka dapat terpenuhi.

15 Kerangka Konsep

Dalam skrpsi_ini, seringkali akan ditemukan ‘bebarggiilah yang relevan
dengan topik skrpsi. Beberapa istilah yang akamirdigan adalah sebagai
sebrikut:

1. “Transeksual” adalah seseorang yang jelas tidakgméentifikasikan
jenis kelamin  dirinya = seperti  ketika " lahir, © melaamk
mengidentifikasikan - dirinya seperti lawan jenisdyaSehingga
dilakukannya operasi pergantian kelamin atau op@&syempurnaan
kelamin®

2. “Transgender” adalah perasaan tidak nyaman ana&aem@ender yang
diberikan dan perasaan internal dari diri seseoraagwun tidak
dilakukannya perubahan pada tubuhhya.

3. “Perkawinan” adalah perkawinan ialah ikatan lahandathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai sumidengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kiakal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha £sa.

4. “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegigbenataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kepehkdn melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengeloladiormasi

7 Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal Psychology,
eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

® Ibid., hal 398.

? Ibid., hal 396.

% Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 1.
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Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan nyasiluntuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor'fain.

5. “Pencatatan Sipil” adalah pencatatan Peristiwa iRgntang dialami
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pbdsansi
Pelaksana?

6. “Peristiva Penting” adalah kejadian yang dialameholseseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinaperceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan peraikahan
nama dan perubahan status kewarganegaraan.

7. “Pembatalan Perkawinan” adalah perkawinan dapaitalikan apabila
para ' pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk ngskamgkan
perkawinan* Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berupa

keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakitdmiak sah™

1.6 Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode
penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinyzenelitian ini merupakan
pengolahan data yang pada hakekatnya berarti kegiahtuk mengadakan
sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum teffulidetode penelitian ini
mengacu pada norma hukum-yang terdapat dalam pamgberundang-undangan
dan keputusan -pengadilan serta norma-norma yantpkbedan mengikat

masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yangkbedi masyarakat. Norma

" Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1
butir 1.

2 bid., ps. 1 butir 15.

B Ibid., ps. 1 butir 17.

" Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 22

> Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, Cet-1,
(Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hal 53-54.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta: Ul-Press, 2010), hal.

251.
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hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini ddalandang-Undang
Perkawinan dan Undang-Undang Kependudukan.

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya ladapenelitian
deskriptif yang bertujuan untuk memperjelas bagaemmkedudukan transeksual
dalam Undang-Undang Kependudukan dan Undang-Und&egkawinan.
Penelitian ini adalah penelitian monodisiplinertirg/a laporan penelitian ini
hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitwimukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniadddhata primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperolrgslang dari masyarakHt.
Dalam hal ini adalah data yang didapat langsung ftsil wawancara dengan
kaum transeksual. Data sekunder yang terdiri cvab hukum primer, sekunder,
dan tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer,. yaitu bahan hukum berupa pematperundang-
undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangagumadian dalam
penelitian ini untuk. memudahkan dalam menganalisadugukan
transeksual di mata hukum. Peraturan perundangrgatayang digunakan
diantaranya adalah Undang-Undang® Nomor 23 Tahun6 2f#htang
Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1lhuha 1974
tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undaeganterkait.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekalbepenjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yamgmbahas
mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang\Rieika

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meikdreripetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer eélamder, misalnya
kamus, yaitu kamus hukum. Kamus hukum ini digunakatuk membantu
peneliti apabila tidak memahami bahasa hukum yafegda dalam bahan
hukum primer maupun sekunder.

Alat pengumpulan datanya yaitu dengan wawancargasenarasumber dan

studi dokumen atau bahan pustaka, dimana studi ndekumerupakan alat

7 Ibid., hal 51.
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pengumpulan data yang dilakukan melalui data teradgngan mempergunakan

“content analysis™®

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pengolagieganalisaan dan

pengkostruksian data adalah metode kualitatif. Bl@ah@n data melalui metode

kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yangldit

Jadi bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptifalisis sehingga dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika ini disajikan dengan maksud mempermymahbahasan dan

memberikan gambaran yang sistematis dalam memamasalah-masalah yang

disajikan. Sebagai gambaran, maka dibawah ini liamesecara singkat isi setiap

bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1.

BAB 2.

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masglakok
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitiaretode

penelitian dan sistematika penulisan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI.. KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Bab ini berisi studi kepustakaan mengenai admasstr
kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23unTah
2006, gambaran umum perkawinan di Indonesia dakap&nan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tgntan

Perkawinan. Dalam sub bab dari studi kepustakaangemai

8 1bid., hal. 21.
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BAB 3.

BAB 4.

administrasi kependudukan memuat pendaftaran pekdualdn
pencatatan sipil. Dalam sub bab dari studi kepastaknengenai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
memuat gambaran umum perkawinan di Indonesia, pesmgye
perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun daryarat,
pencatatan dan pengumuman perkawinan, larangaravp@dn,
pencegahan dan pembatalan, hak dan kewajiban, Itata
kekayaan, hubungan hukum antara orang tua dan anéksnya
perkawinan dan yang terakhir akan membahas mengenai

perkawinan di luar Indonesia.

GENDER IDENTITY DISORDERDAN TRANSEKSUAL DI
INDONESIA

Dalam bab ini berisi 2 (dua) pembahasan yaitu reeaiggender
identity disorderdan transeksual di Indonesia. DI mana dalam sub
bab gender identity disordememuat deskripsi, penyebab dari

gender identity disordedan transeksual.

ANALISIS = MENGENAI' TRANSEKSUAL - DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai kasus pogisadalisis. Di
mana dalam sub bab kasus posisi akan dipaparkakasus yang
keduanya memaparkan mengenai seseorang yang telakukan
operasi perubahan kelamin, yaitu kasus Shinta s@msgan Nadia
limira Arkadea. Sedangkan dalam sub bab analismmuaéanalisis
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admamsstr
Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1&marig
Perkawinan dikaitkan dengan transeksual dan dikaitdengan
kasus yang dipaparkan dalam posisi kasus.
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BAB 5.

10

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudbéhds dari

bab satu sampai bab empat, kemudian disertai saramn yang
dapat bermanfaat dan berguna bagi perbaikan diymsg akan

datang.
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BAB |1

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRAS
KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1 Administras Kependudukan

Menyediakan pelayanan yang baik adalah tugas negaedalui
pemerintah. Pemerintah bertugas untuk memberikkygmean untuk pemenuhan
kebutuhan publik® Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pehsen
hak-hak sipil-warga negaf&.Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat
pemerintah dari tingkat paling atas sampai palingdh seperti RW dan R,
Salah satu tugas dari pemerintah tersebut adalahgenai administrasi
kependudukan. Mengenai administrasi kependudukaturdidalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasigfejpdukan (selanjutnya
disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Administrasipéfeludukan

dikatakan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanada dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 124k hakikatnya
berkewajiban  memberikan perlindungan dan pengakuarhadap
penentuan status pribadi dan status hukum ataspseferistiwva
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialamih oRenduduk
Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luayail Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

19 Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., Memahami Kebijakan
Administrasi Kependudukan, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal.1.

* Ibid.

! Ibid.
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Dengan melihat pertimbangan tersebut dapat dikathkhwa mendapatkan data
diri atau status pribadi merupakan hak bagi waesgara.
Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukigelaskan

mengenai pengertian administrasi kependudukan,yaitu

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kepgigtenataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Keplehkdn melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaa@iormasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan nlyasil untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor [Zin.”

Administrasi ' Kependudukan sebagai suatu - sistem rajan dapat
diselenggarakan sebagai “bagian dari penyelengga@damnistrasi negars.
Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang AdmasistrKependudukan

dijelaskan bahwa,

“‘Dari  sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kegetdukan
memberikan pemenuhan hak-hak administratif, sepaiayanan publik
serta perlindungan yang berkenaan K dengan Dokumesenge@dukan,

tanpa adanya perlakuan yang diskrimintatff.”

Mendapatkan data diri atau status pribadi merupakhyang sangat penting bagi

warga negara. Administrasi kependudukan diarahkéukd®

*? Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1
butir 1.

2 Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., Memahami Kebijakan
Administrasi Kependudukan, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal.1.

** Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006,
penjelasan Undang-Undang Administratif Penduduk bagian Umum.

% |bid.
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Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Admaesstr
Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayandslikpyang
profesional,

Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibanngéuku
berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kiejglerkan;
Memenuhi data statistik secara nasional mengenaiistira
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan peyunian
secara nasional, regional, serta lokal; dan

Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudu

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudug@mjuan untuk®

1.

Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hudtasidokumen
Penduduk untuk setiap Peristiva Kependudukan darnistivea
Penting yang dialami oleh Penduduk;

Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
Menyediakan data dan informasi kependudukan seocasional
mengenal Pendaftaran Penduduk dan Pencatatanp&gal berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan anudiakses
sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakampeiaiangunan
pada umumnya;

Mewujudkan tertib - Administrasi Kependudukan seaaagional dan
terpadu; dan

Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukanrdzsgi sektor
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan petalean,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam sistem administrasi kependudukan, setiap ammgara atau

penduduk mempunyai hak untuk memperdieh:

1.

Dokumen kependudukan;

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran pendudulpetaratatan

sipil:

% bid.
7 Ibid., ps. 2
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Perlindungan atas data pribadi;

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Informasi mengenai data hasil pendaftaran pendwduk pencatatan
sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibaallehan dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sertgafsgunaan data

pribadi oleh instansi pelaksana.
Sedangkan kewajiban yang dimiliki-warganegara gtenduduk dalam sistem
administrasi kependudukan adalah setiap pendudyik weelaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialamkg@ada instansi pelaksana.
Sebab, setiap kejadian atau peristiwa penting ydiatami seperti kelahiran,
kematian, dan perkawinan, akan membawa akibat dephgenerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pendu(iikP), dan/atau surat
keterangan kependudukan lain yang meliputi pindatardy, perubahan alamat,
atau status tinggal terbatas menjadi tinggal t&tap.

Dokumen Kependudukan adalah: dokumen resmi yaregbidkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukbegaealat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendutwk Pencatatan Sigil.
Menurut. pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrgependudukan,
Dokumen Kependudukan Meliputi:

1. . Biodata Penduduk;

2. KK;

3. KTP;

4. Surat keterangan kependudukan; dan

5. Akta Pencatatan Sipil.

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangamdegukan diatur dalam
pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kepeo#an, yaitu:

1. Surat Keterangan Pindah;

2. Surat Keterangan Pindah Datang;

28 Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., Memahami Kebijakan
Administrasi Kependudukan, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal. 4.
** Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1

butir 8.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



15

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

Surat Keterangan Tempat Tinggal;

3

4

5

6. Surat Keterangan Kelahiran;

7. Surat Keterangan Lahir Mati;

8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

10. Surat Keterangan Kematian;

11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indpnesi
13. Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas; dan
14, Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependuduka@afud dua hal

pokok. Kedua hal pokok tersebut adalah pendaftaemduduk dan pencatatan

sipil.

211

Pendaftaran Penduduk

Berdasarkan pasal = 1 butir 10 Undang-Undang Admasst
Kependudukan,

‘Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan atas patapteristiva
Kependudukan dan pendataan Pernduduk rentan AdraBiis
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudlleanpa

kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwva Kependanduk
dijelaskan dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang iAthtnasi

Kependudukan,

“Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang dialBenduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat tephadaerbitan

atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penddduokatau surat
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keterangan kependudukan lainnya meliputi pindabardatperubahan

alamat, serta status tinggal terbatas menjadi éinggap.”

Pendaftaran penduduk tersebut melipti:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2. Pendaftaran peristiwva kependudukan: perubahan glgmradah
datang penduduk dalam wilayah Indonesia, pindahandat
antarnegara, penduduk pelintas batas;

3. Pendataan penduduk rentan administrasi kependugdd&an

4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkadirse

Dimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 11 UndangahgdAdministrasi
Kependudukan, - peristiva kependudukan yang berkaitd@ngan
pendaftaran penduduk akan membawa akibat terhadapriptan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,/at@n surat
keterangan kependudukan lainnya. Yang dimaksudaeKgriu Keluarga
menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Administiéspendudukan

adalah,

“...kartu identitas keluarga yang memuat data tept@ama, susunan

dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggbtarga.”

Sedangkan pengertian Kartu Tanda Penduduk menasal @ butir 14
Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah,

“...identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri gyatiterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayabara Kesatuan
republik Indonesia.”

Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Admasst
Kependudukan,

%% |bid., ps 13-26.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



17

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa fgentang dialami
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil padgansi

Pelaksana.”

Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwva pentijedaskan dalam
pasal 1 butir 17, yaitu

“peristiwva penting adalah kejadian yang dialamiholseseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinaperceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan perakahan

nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pencatatan sipil meliputt:
1. Pencatatan kelahiran;
Pencatatan lahir mati;
Pencatatan perkawinan;
Pencatatan pembatalan perkawinan;
Pencatatan perceraian;
Pencatatan pembatalan perceraian;

Pencatatan kematian;

ot o O~ W N

Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,edgesphan
anak;

9. Pencatatan  perubahan*nama dan perubahan  status

kewarganegaraan;

10.Pencatatan peristiwa penting lainnya; dan

11 Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkanrsend

Dari kesebelas hal dimasukkan dalam katagori patarat siplil,
terdapat pencatatan peristiwa penting lainnya. &aten peristiwa penting

lainnya diatur dalam pasal 56, yaitu:

' Ibid., ps. 27-57.
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1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan @lefabat Pencatatan Sipil
atas permintaan Penduduk yang bersangktan setelahya penetapan
pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatkmrhaetap.

2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamakgiud pada ayat (1)
paling labat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimangalinan penetapan
pengadilan.

Menurut penjelasan pasal 56, yang dimaksud dengaistiga penting
lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh peéia negeri untuk
dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara laubpkan jenis kelamin.

2.2 Gambaran Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pada tanggal 16 Agustus 1973, pemerintah mengajikancangan
Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Hal ini menimbulka&aksi keras dari
kalangan umat Islam bahkan sebelum RUU Perkawieeselut diajukan. Hal
ini terjadi karena RUU Perkawinan dianggap bertegéa dengan ajaran-ajaran
Agama Islant? Setelah adanya perundingan antara tokoh-tokohm|sian
pemerintah akhirnya RUU Perkawinan diterima olelafkgan Islam dengan
mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengam digeen®® Akhirnya pada
tanggal 22 Desember 1973 RUU Perkawinan terselahkan. Pada tanggal 2
Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan DPR menjadiadg-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutngtakoeefektif sejak tanggal
1 Oktober 1975%

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangkal&man
disahkan, disahkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tah@B89 tentang

32 Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 23.

* Ibid., hal 25.

* Ibid.
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Peradilan Agam& Namun, pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama
tidak menutupi kebutuhan dalam menyelesaikan pkisoamengenai
implementasi Hukum Islam, dibentuklah Tim Pelaks&nayek Pembentukan
Kompilasi Hukum Islam yang diprakarsai oleh Bustiiakrifin yang kemudian
menghasilkan sebuah Kompilasi Hukum Islam yangndéklanjuti dengan
diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun91f® Dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tgntBerkawinan
menyebakan tidak berlakunya pengaturan perkawireand Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Sehingga selain ketentuan perkawinan yang diatltandaBuku | dari
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab évhpai dengan Bab
XI yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Und&iognor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah Nombah@n 1975 tentang
Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, berlaku pula Undhrang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instrulesigegn Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesiasgtdl sampai dengan 170
KHI).

2.3 Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan
2.3.1 Pengertian Perkawinan.

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang emaing
pengertian perkawinan. Dengan menggunakan berlsaggipenglihatan
terhadap perkawinan itu, secara pendek berdasgrkanapat Sayuti
Thalib pengertian perkawinan itu ialah perjanjiaocis membentuk
keluarga antara seorang laki-laki dengan seoramgnumiart’ Unsur

perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesgagn dari suatu

* Ibid., hal 27.
** Ibid., hal 31.
37 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia, 2007), hal 47.
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perkawinan serta penampakannya kepada masyarahai faSedangkan
sebutan suci dimaksudkan sebagai pernyataan segakmannya dari
suatu perkawinaff. Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian
mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkaffha

Perkawinan menurut hukum Islam adalah penikahatu y&iad yang
sangat kuatmiitsaaqon galiidhanuntuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuark uméwujudkan
kehidupan rumah tangga yasgkinai’, mawaddaff, rahmalt® (pasal 2
jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islafff) Nikah menurut bahasa berarti
berkumpul menjadi saftl. Menurutsyara’ nikah berarti suatu akad yang
berisi-pembolehan melakukan persetubuhan dengamgueakanlafaz
inhakin (menikahkan) atatarwizin (mengawinkanj®

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1,

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antararaeg pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan - tuju@mbantuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal aberkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”

* Ibid.

* Ibid.

“ Ibid

*! Dalam bahasa Arab, kata sakinah-berarti tenang, terhormat, aman, penuh kasih
sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal
dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu tidak terjadi
mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan seta butuh

waktu dan pengobanan terlebih dahulu. ---, http://mubarok-institute.blogspot.com/, Makna

Pengertian Sakinah. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19.10.

* Mawaddah berarti saling mencintai.

** Rahmah berarti saling mengasihi.

4 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 33.

* Ibid.

* Ibid.
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Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Edahakarena
negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila siEngertamanya
adalah Ketuhanan Yang Maha ES&Dari pengertian perkawinan pada
pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tigd)yang sangat
utama, yaitu'®

1. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubarjgamani saja
tetapi juga merupakan hubungan batin. Dimana hahengadung
aspek yang lebih substansial dan berdimensi japgkgng.

2. Tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahadtada
akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap. marhsia laki-
laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahadgiahingga
perkawinan dilihat dari segi sosial bukan hanyahdil dari segi
hukum formal untuk membentuk sebuah keluarga.

3. Perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup dim@nizhat pada
kata kekal. Di dalam agama Katolik Roma, “diatur viiahidak
memungkinkan terjadinya perceraian karena peraefituasendiri
dilarang kecuali diizinkan oleh Paus. Sebenarnysa@man kata
kekal dalam: defenisi tersebut tanpa disadari mesk@gabahwa
pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telahutigot Di dalam
Islam dijelaskan bahwa Islam membenci perceraidak tberarti
menutupnya selama.didukung oleh alasan-alasan givegarkan
syariat.

Menurut pendapat Sayuti Thalib, perkawinan harlibati dari tiga

segi pandangaft:

*” Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 43.

* Ibid., hal 47-49

49 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia, 2007), hal 47-48.
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a Perkawinan dilihat dari segi hukum yaitu perkawimaarupakan
suatu perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perakarena
dilihat dalam cara mengadakan ikatan perkawinaig yelah diatur
terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah denganmuan syarat
tertentu dan juga dengan cara menguraikan atau toskan
ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya uyalengan
prosedutalag, fasakhdan sebagainya.

b Perkawinan dilihat dari. segi sosial. Dalam masyatragetiap
bangsa ditemui suatu penilaian yang umum yaitu babwang
yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempkeghidukan
yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c Perkawinan dilihat dari segi agama yang merupakagi s
terpenting. Di. dalam agama perkawinan .itu dianggamtu
lembaga yang suci. Di mana kedua pihak dihubungkenjadi
pasangan suami isteri atau.saling meminta menjadianman

hidupnya.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan ag@asJndang-
Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukgama® Pada

pasal 2 ayat (1),

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurdkuimu masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti bahwa bagi orang yang beragamamislgka akan
melakukan perkawinan wajib berdasarkan Hukum Parkaw Islam
dengan memenuhi syarat dan rukun perkawtharTidak hanya

diperuntukkan bagi yang bergama Islam, tetapi joggi yang bergama

>0 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 56.
*! Ibid.
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selain Islam, perkawinan dikatakan sah bila sedeagan kaedah-kaedah
agama tersebut.

Asas—asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawada

enam, yaitu?

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yahgda dan
kekal. Mengenai tujuan perkawinan ini dijelaskamadapasal 1
Undang-Undang Perkawinan.

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada keterntudom
agama dan kepercayaan masing-masing. Mengenaidteabslari
perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1j&hg-Undang
Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila ‘dilakukemurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

3. Asas monogami. Asas monogami yang dimaksud daladeiiy
Undang Perkawinan adalah monogami terbuka, dim&woaasg
laki-laki dapat menikah lebih.dari satu orang pgraan dengan
syarat-syarat tertentu. Dijelaskan dalam pasalaB @y, pengadilan
dapat memberi izin kepada seorang suami untuktegrisbih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yaergangkutan.

4. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa rdganya. Di
mana kedewasaan yang dimaksudkan dalam Undang-gindan
Perkawinan adalah. pria dikatakan dapat menikah ilapaélah
mencapai umur 19.(sembilan belas) tahun dan wasiidah
mencapai umur 16 (enam belas) taftin.

5. Mempersulit terjadinya perceraian

6. Hak dan kedudukan suami isteri-adalah seimbang.inilaiatur
dan dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Updan
Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seigh\dangan hak

> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 53-54.

>* Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 7 ayat 1.
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dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga da
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Asas yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinanpuorgai
kesamaan dengan asas dalam suatu perkawinan meRuofit H.
Mohammad Daud Ali, S.H.. Suatu perkawinan berlalalodrapa asas,
yaitu >*

1. Asas kesukarelaan

Asas ini merupakan asas terpenting dalam pémniean
kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antaraakeslan suami-
isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kediehh@hak.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan koessklogis
dari asas kesukarelaan. Hal ini berarti bahwa tioialieh terdapat
paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

3. Asas kebebasan memilih

Asas kebebasan memilih pasangan ini maksudnya radalawa
setiap orang bebas untuk memilih pasangannya kedikan
melakukan perkawinan nanti.

4. Asas kemitraan suami-isteri

Asas kemitraan suami isteri ini sesuai dengan tdgasfungsinya
karena adanya perbedaan kodrat. Kemitraan ini nheiye@n
kedudukan suami isteri dalam beberapa hal samaddi@m lain
hal berbeda. Contohnya adalah suami menjadi kelpalizarga,
isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pergataumah

tangga.

** Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, Cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 139-140.
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5. Asas untuk selama-lamanya
Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakatuk
melangsungkan keturunan dan membawa cinta serifa &agang
selama hidup. Oleh karena itu perkawimaut’ah>° dilarang.

6. Asas monogami terbuka
Asas monogami terbuka, dinyatakan bahwa pria muslim
dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorasgl memenuhi
beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syamapu berlaku

adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

2.3.3 Rukun dan Syar at

Rukun ialah unsur pokok sedangkan syarat merupakasur
pelengkap dalam setiap perbuatan huRBrfRukun merupakan segala
sesuatu yang bergantung kepada sah atau tidakrgi@ $erbuatan,
sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang kgpasmatau tidaknya
dan sesuatu itu bukan merupakan bagian dari penuatsebut, namun
apabila satu saja tidak terpenuhi maka tidak’5ah.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya nruku
perkawinarr® Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat

hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat pemkawi Sebagaimana

> Kata Mut’ah mempunyai dua pengertian yang dalam bahasa Arab adalah uang yang
diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan-sebagai-imbalan atas kerugian yang menimpa
dirinya dan juga berarti kawin kontrak dalam jangka waktu tertentu dibatasi menurut janji, maka
soalnya usai atau selesai tanpa adanya tanggung jawab yang layak dan wajar apalagi yang
terhormat serta mengandung nikmat, tetapi mendapatkan laknat. Fuad Mohd. Fachruddin,
Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Pedoman limu, 1992), hal. 71-72.

> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 61.

* Ibid.

> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 67.

* Ibid.
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diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapag¢rapla syarat yang
harus dipenuhi sebelum terlaksananya suatu perkawiByarat sahnya
perkawinan menurut undang-undang ini ad&fah:

1. Pada pasal 6 ayat (1), harus terdapat persetuprarketua belah
pihak tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Pada pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkanseorang
yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harrgdapat
izin dari kedua orang tua.

3. Pada pasal 6 ayat (3), dalam hal salah seorandetdua orang tua
telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mamp
menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada(2ypasal
ini cukup- diperoleh dari orang tua yang mampu meakan
kehendaknya.

4. Pada pasal 6 ayat (4), dalam hal kedua orang laia teeninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk mergmtak
kehendaknya maka izin ; diperoleh dari ‘wali, - orangngya
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungah dkalam
garis keturunan lurus ke atas selama mereka madiip rdan
dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.

5. Pada pasal 6 ayat (5), dalam hal ada perbedaarapenédntara
orang-orang yang disebut dalam pasal 6 ayat (2)J48 (4), atau
salah satu seorang lebih di antara mereka tidakyatakan
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukupatemggal
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas i@amniorang
tersebut dapat memberikan izin setelah terlebiluldamendengar
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).

6. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) sampai pada &yabdrlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan keparoaya

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

60 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di

Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 65.
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7. Pada pasal 7 dikatakan bahwa perkawinan hanya ddpktikan
jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembildaf)¢ahun dan
pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belasin.tah
Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhpdapl 7,
dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepadgagdgan
atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orarg gihak pria
maupun pihak wanita. Dimana penyimpangan terhada@nkuan
umur tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2). Pengatmengenai
usia ini sebenarnya sesual dengan prinsip perkawipang
menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus reldak jiwa
dan raganya. Tujuannya .adalah 'agar perkawinan untuk
menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sdukatanpa
berkahir dengan perceraian dan mendapatkan keturyarsg baik
dan sehat dapat diwujudkh.

8. Terpenuhinya larangan perkawinan yaitu tidak memiki@ngan
yang masih dalam hubungan darah, semenda, sessssaai
dengan yang diatur dalam pasal 8. Selain itu judgktmerupakan
pihak yang dilarang untuk menikah seperti tercantlatam pasal
10.

9. Berdasarkan pasal 9 yaitu tidak terikat tali perkan dengan

orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan.

2.3.4 Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang ni@nga
mengenai pencatatan perkawinan hanya ditemukamdadaal 2 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa -tigipp
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangngatayang berlaku.
Pasal ini adalah satu-satunya ayat yang mengatiang pencatatan

perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sunggultgemikian,

®' Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 71
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pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukaataatidaknya suatu
perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila telaadkukbn menurut
ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidakpah belum
didaftar. Di dalam Surat Keputusan Mahkamah Islanggdi, pada tahun
1953 No. 23/19 menegaskan bahwa

“bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak di@akan, maka nikah
tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutenakan denda
karena tidak didaftarkan nikah tersebfft.”

Uraian lebih rinci dapat ditemukan dalam PeratuRemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pegawai pencatat perkawinan
Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsangka
perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan dételgawai
Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agém@alam pasal
ini terlihat bahwa Pegawai Pencatatat. Nikah hangatugas
sebagai pengawas terlaksananya perkawinan itu nigsdag
menurut ketentuan-ketentuan ‘Agama IsfAmSedangkan bagi
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Penlaaawinan
pada Kantor Catatan Sifil.

2. Pemberitahuan perkawinan
Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinanus har
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pese&tating-
kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinasndgdungkan.
Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut haapyeat diberikan

62 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2007), hal 71.

® Indonesia. Undang-Undang Pencatatan Nikah, UU Nomor 22 Tahun 1946, ps. 1 ayat 1.

o Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2007), hal 71.

® Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ps. 2 ayat 2.
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oleh Camat atas nama Bupati Kepala Da&taRemberitahuan
dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yargoat nama,
umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, nama aséer suami
terdahulu jika salah satu pihak pernah kaffin.

3. Penelitian oleh pegawai pencatat
Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kakhend
menikah, harus meneliti perihal syarat-syarat penkan, larangan
perkawinan, tanda pengenal para pihak yang berségkdan
bukti-bukti administratif lain yang dibutuhk&h.Hasil penelitian
ini akan segera mungkin disampaikan kepada calonpeki atau
orang tua atau walinya.

4. Pengumuman perkawinan
Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarab@@athuan dan
tidak ada halangan kawin maka Pegawal Pencatatrakéakukan
pengumuman . tentang perkawinan tersebut dengan cara
menempelkan surat pengumuman menurut ‘surat fornyalig
ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pztta sgempat
yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh ufdum.
Pengumuman tersebut berisikan identitas para pyzailg akan
melangsungkan perkawinan dan orang tuanya seriathaggal,
jam dan tempat perkawinan akan dilangsundRan.

5. Tata cara perkawinan
Perkawinan dilangsungkannya sepuluh hari setelagyreuman
dan  dilakukan ~menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan Pegaweatat dan
dua orang sakéi Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua

* Ibid., ps. 3
67 .
Ibid., ps. 4 dan 5
68 Ibid., ps. 6
6 lbid., ps. 8
" bid., ps. 9
" bid., ps. 10
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mempelai menandatangani akta perkawinan, bagi y@nggama
Islam akta perkawinan juga ditandatangani oleh wakah.

Dengan demikian, maka perkawinan telah tercatagatenesmi?

L arangan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai larapgetawinan
diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Pagtd Padikatakan bahwa
pernikahan dilarang diantara dua orang yang berigdiu darah dalam
garis keturunan .lurus keatas ataupun kebawah atamyamping,
berhubungan semenda seperti mertua, anak tiri, muertan bapak atau
ibu tir dan hubungan susuan yaitu orangtua susamak susuan, saudara
susuan dan bibi atau paman susuan. Selain ituaweran dilarang antara
dua orang yang masih dalam hubungan saudara deisgam dan
mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peral@aira dilarang
kawin (pasal 8). Pasal 9 mengatur mengenai larabggnseorang yang
masih terikat tali perkawinan dengan orang laindepgkan pasal 10
mengatur mengenai larangan perkawinan apabila - suatari telah
menikah kedua kalinya dan bercerai lagi untuk kedalmya, maka tidak
dapat dilakukan perkawinan kembali untuk ketigainka dengan

pengecualian.

Pencegahan dan Pembatalan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pencegahan war&a diatur
dalam Bab Il dari pasal 13 sampai pada pasal 2hg¥Wlimaksud dengan

pencegahan perkawinan adalah, dimana dijelaskaanesil 13,

“perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yataktmemenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

2 bid., ps. 11
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Jadi, pencegahan perkawinan terjadi sebelum ditaksanya perkawinan
karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk ngslamgkan perkawinan.

Yang dapat mencegah perkawinan berdasarkan pasalyd# (1)
tersebut adalah para keluarga dalam garis keturlumas ke atas dan ke
bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan sakdrang calon
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untoéngajukan
pencegahan perkawinan dapat dilakukan kepada peksrgadi daerah
hukum dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkkmgan
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkavpasal 17 ayat
(1)). Perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungs@iama pencegahan
belum dicabut karena pada dasarnya perkawinarbigrtidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalpasal 19 Undang-
Undang Perkawinan;

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV menggeaibatalan
perkawinan yang diatur dalam pasal 22 sampal p28alBerdasarkan

pasal 22 dijelaskan mengenai pengertian pembapaidkawinan yaitu,

“ Pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapatalkan apabila
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk ngslangkan

perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan pasal 22,

“pengertian ‘dapat’ diartikan bisa batal atau digak batal bilamana
menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing k tida

menentukan lain.”

Terlihat sekilas bahwa batalnya perkawinan samegalempencegahan
perkawinan. Namun, perbedaannya adalah batalnykayperan terjadi
ketika perkawinan tersebut telah terlaksana. Bar#tas pasal 23, yang
dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah kmuarga dalam

garis keturunan lurus ke atas dari suami ataui,isteami atau isteri,
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pejabat yang berwenang dan setiap orang yang memipkepentingan
hukum secara langsung terhadap perkawinan terdebayj hanya setelah

perkawinan itu putus. Berdasarkan pasal 25,

“pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pdéiagadalam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dpaertinggal

kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinatadlijan dalam pasal
26 dan pasal 27 yaitu apabila perkawinan yang glangkan di muka
pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenaaljmnkah yang tidak
sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri duagasaksi (pasal 26 ayat
(1)), apabila perkawinan dilangsungkan di bawah aaran yang
melanggar hukum dan apabila salah sangka mengensuiaimi atau isteri
(pasal 27 ayat (1) dan (2)).

Batalnya perkawinan ini dimulai setelah adanya kegan dari
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlségak saat
berlakunya perkawinan dan perkawinan tersebutnsi@atidak berlaku
surut terhadap®

a ‘Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

b Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad b&&cuali

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawdigasarkan
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

¢ Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka mergbhenak-hak

dengan itikad baik sebelum ‘keutusan tentang petalpata
mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3.7 Hak dan Kewajiban

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah m&ak akad nikah

secara sah, maka pada saat itu masing-masing muaiakaterikat tali

” Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, ps. 28.
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perkawinan dan telah hidup sebagai suami-iétedieh karena itu seorang
laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suamlamh keluarga
tersebut dan seorang wanita yang mengikatkan dénjadli isteri dalam
suatu perkawinan memperoleh hak jiyMaka, hak adalah sesuatu yang
merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami aisteri yang diperoleh
dari hasil perkawinanny&. Hak ini dapat dipenuhi apabila pasangannya
melaksanakan kewajibannya atau dapat pula hapuslapang berhak
ikhlas bila haknya tidak terpenutfiSedangkan yang dimaksudkan dengan
kewajiban adalah hal-hal yang wayjib dilaksanakaasu adiadakan oleh
salah seorang dari suami atau isteri untuk memematidari pihak yang
lain.”®
Menurut Sayyid Sabiqg, hak dan kewajiban suami iistela tiga
macam yaitu?
1) Hak isteri atas suami, yaitu suami berkewajiban erarmi segala
sesuatu yang menjadi hak isterinya,
2) Hak suami atas isteri, yaitu isteri berkwajiban- reeohi segala
sesuatu yang menjadi hak suaminya, dan
3) Hak bersama, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh su@steri secara
bersama-sama dan kewajibanpun dipenuhi secaranieeisama
pula.
Mengenai‘hak dan . kewajiban suami dalam Undang-Undan
Perkawinan ditentukan dalam pasal 30 sampai pasia 34. Pada pasal
30 dikatakan bahwa

74 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di

Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 107.

7 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia, 2007), hal 73

76 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di

Indonesia, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 107

7 Ibid.
” |bid.
7 Ibid., hal 108.
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“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk magakkan

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susuaagarakat.”

Perkawinan dianggap penting dalam kehidupan segafan tujuan dari
perkawinan yang luhur tersebut adalah untuk meretaggrumah tangga
atau keluarg&’ Dari rumah tangga tersebut merupakan dasar dakitst
masyarakat:

Mengenai hak dan kedudukan suami isteri dalam rutaapga dan

masyarakat diatur dalam pasal 31. Pada pasal 3119ydikatakan bahwa,

“hak dan kedudukan isteri adalah seimbang . dengak dhan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dgaudan hidup

bersama dalam masyarakat.”

Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan suami istélalah sama baik
dalam kedudukan sebagai manusia maupun dalam- Kealutyga dalam

membina rumah tangga. Pasal 31 ayat (2) menetdaitama,

“masing-masing pihak berhak untuk melakukan pedmat

hukum.”
Yang berarti dalam hal ini isteri boleh bertindatain hukum tanpa harus
mendapat izin dan pertolongan dari-suamitfy@edangkan dalam pasal 31
ayat (3) mengatur tentang,

“suami adalah kepala keluarga dan isteri adalamimah tangga.”

Ketentuan ayat ini mengatur mengenai pembagianstagdara suami

isteri dalam membina rumah tangga. Perbedaan k&edoduini semata-

% |bid., hal 112.
& |bid.
8 |bid., hal 113.
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mata hanyalah didasarkan atas perbedaan secaraidinalg bukan
perbedaan dalam hal persamaan hak dan kedudtikan.

Pada pasal 32 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa isiséeni harus
mempunyai tempat tinggal. Hal ini dimaksudkan dalamembentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keanh#ang Maha Esa
merupakan tujuan utama dari perkawifian.

Sedangkan dalam pasal 33 dan 34 mengatur mengenajilian
suami isteri dalam rumah tangga, yaitu wajib splnencintai, hormat
menghormati, setia dan bantu membantu lahir damrbgang satu kepada
yang lain; suami wajib melindungi isterinya dan nbemnkan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai mdmgaampuannya

dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga kedimknya.

Harta dan Kekayaan

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur datasal 35
sampai pada pasal 37. Pada pasal 35 ayat (1) kiskebmhwa,

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan rdenfearta

bersama.”

Sedangkan berdasarkan pasal 37 dan penjelasan3padi&iatakan bahwa
apabila terjadi perceraian, pembagian mengenaia hlagrsama diatur
menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum addtuim agama dan

hukum lainnya. Pada pasal 35 ayat (2) dikatakawbhah

“harta bawaan dari masing-masing suami dan istemi lnarta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataisama adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pidak

menentukan lain.”

8 bid.
 |bid., hal 114.
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Masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakartanya
dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh mivak |
Jadi, dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidakatérpencampuran

harta. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) dikatakan dahw

“mengenai harta bersama suami atau siteri dapdintiek atas

persetujuan kedua belah pihak.”

Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing as@laag diatur

dalam pasal 36 ayat (2),

“suami_atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untu{akokan

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Menurut Sayuti Thalib, terdapat macam-macam- hati@ns isteri

yang dilihat dalam tiga:sudut pandang, yanu:

1. Dilihat dari sudut asalnya terdapat tiga golongaaitu harta
masing-masing yang dimiliki sebelum mereka kawarfdnmasing-
masing suami -isteri yang diperoleh selama pernikatetapi
diperoleh tidak dari usaha mereka bersama-samahdda yang
diperoleh setelah mereka berada dalam hubungarkakeam atas
usaha mereka berdua atau salah satu pihak darkaneisebut
dengan harta pencaharian

2. Ditinjau dari- sudut penggunaannya, yang digunakartuku
pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikak-anak
dan harta kekayaan yang lain

3. Ditinjau dari sudut hubungan harta dengan peromndalam

masyarakat, yaitu harta milik bersama suami daarijdtarta milik

& Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia, 2007), hal 83.
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sesorang, tetapi terikat pada keluarga, harta rséigeorang dan
pemilikan itu disebutkan dengan tegas oleh yangamgkutan

2.3.9 Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai kedardudnak
dijelaskan dalam pasal 42 sampai dengan pasal & bDnyi-bunyi pasal

tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sé&bagai
akibat perkawinan yang sa.

2.-Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya menyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga itinya.

3. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yaaigrkdn oleh
isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwarirsta telah
berzina dan anak itu akibat daripada perzinaaelets®

Mengenai kewajiban dari orang tua, di dalam Unddndang

Perkawinan diatur dalam pasal 45 dan pasal 48):yait

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik aaredk
mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawau atapat
berdiri sendiri. Kewajiban ini akan terus melekatlaupun
perkawinan orang tua telah putus.

2. Orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan lasku
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki ayekyang
belum berumur delapan belas tahun atau belum menkecuali
apabila kepentingan anak mendahului.

Sedangkan kewajiban anak diatur dalam pasal 46 té¢pdadang

Perkawinan yaitu, anak berkewajiban menghormatigptaa dan mentaati

kehendak mereka yang baik, memelihara orang tuakdhrarga dalam

® Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, ps. 42.
¥ Ibid., ps. 43 ayat 1.
% Ibid., ps. 44 ayat 1.
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garis lurus keatas menurut kemampuannya bila merakaerlukan

bantuannya dan anak telah dewasa.

2.3.10 Putusnya Perkawinan

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-griREnkawinan
dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membekélkarga yang
bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha risapn dalam
praktiknya seringkali perkawinan tersebut kandagndjah jalan yang
mengakibatkan - putusnya perkawinan baik karena sekatmatian,
perceraian ataupun karena putusan pengadilan bekdassyarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh undang-und&hdalam Undang-Undang
Perkawinan, putusnya perkawinan diatur dalam pa8asampai dengan
pasal 41.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawidapat
putus karena:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Atas keputusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya pedawaohalah jika salah
satu pihak baik suami atau isteri meninggal duBedangkan untuk sebab
perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikamraaturan yang
telah baku terperinci-dan sangat jelasddapun putusnya perkawinan
dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergiah satu pihak tanpa
kabar berita untuk waktu yang lamiaUndang-Undang Perkawinan tidak
menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menatapikangnya atau

dianggap meninggalnya seseorangftu.

8 Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004),
hal 216.

* Ibid.

** Ibid., hal 217

* Ibid.
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Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawibagi seorang
perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangdautunggu yang
diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Norfi@h@n 1975, yait{®

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktugdgun
ditetapkan tiga puluh hari.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, wakhgdu bagi
yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali seogan sekurang-
kurangnya sembilan puluh hari dan bagi yang tidatamy bulan
ditetapkan sembilan puluh hari.

3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebw@nddeadaan
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kemdgaggang
waktu adalah sejak kematian suaminya. Sebagaineaa dikemukakan
dimuka bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menolkekeluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undangawi@an ini
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya per@e. Sehingga
perceraian hanya terjadi dengan alasan sebaghkiib®i

a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabeadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b ‘Salah satu pihak-meninggalkan pihak lain selamau&)(tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa atagang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya

c Salah satu pthak mendapat hukuman penjara selgfmd) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawindarigsung

d Salah satu pihak mendapat cacad atau penyakitadeakgpat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri

e Antara suami dan isteri terus menerus terjadi (fisiisen dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rlagirdalam

rumah tangga.

» Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ps. 39 ayat 1
* Ibid., ps. 19.
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Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan &apenceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadiltaglabe Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil nrexiklan suami-isteri
tersebut. Sedangkan tata cara mengajukan gugataebwe diatur
tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomortuma 975.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dardalUndang-
Undang Perkawinan sebagai berikut:

a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingsak; a
bilamana perselisihan mengenai penguasaan anakfaeagadilan
memberi keputusannya;

b Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ipamaen dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapuk{am
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersd®emgadilan
dapat menentukan bahwa ibu.ikut memikul biaya terse

c Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamik untu
memberikan biaya penghidupan dan/atau. menentukaoatse

kewajiban bagi bekas isteri.

2.3.11 ‘Perkawinan Di L uar Indonesia
Pengaturan‘mengenai perkawinan yang dilaksanakiaardindonesia
diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinarkaleman tersebut
dapat dikatakan sah apabila,
1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarardua orang
warganegara Indonesia atau seorang warganeganaekidalengan
Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukamuroe
hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tlianggar

ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

% |bid., ps. 41.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



41

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isterikimbali di
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan merekaufadi
daftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempggtl mereka.
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BAB |11
GENDER IDENTITY DISORDER DAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA

3.1  Gender Identity Disorder

Banyak orang yang menyamakan kata “gender” dengeks". Kedua
kata ini memiliki arti yang berbeda. Kata “seks” mpmnyai dua makna yaitu
jenis kelamin, kelas-kelas dalam dimorfisme seksakibat adanya sistem
penentuan kelamin pada organisme dan dapat diarjuga sebagai suatu
kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi orgaankal khususnya hubungan
seksual; namun dapat juga sesuatu yang mengarathpatersebu® Sedangkan
kata “gender” mengacu kepada peran sosial, perilaktivitas, dan atribut yang
dibangun masyarakat untuk menentukan yang tepaphagian perempuat.

Ketika kita membicarakan mengenai identitas sesgpraering timbul
pertanyaan “anda perempuan atau laki-laki?”. Pgdam tersebut akan dijawab
dengan mudah bagi hampir semua orang. Rasa diagaelaki-laki maupun
perempuan, atau identitas diri, sudah tertanank seje dini dimana mayoritas
mengetahui dengan yakin perannya dalam sosial éggtfdNamun, berbeda
halnya 'ketika membicarakan mengenai orientasi s¢ksOrientasi seksual
dikaitkan dengan pilihan pasang&ndentitas gender atau identitas diri berbeda
dengan orientasi- seksuéf. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang tertarik
dengan laki-laki---merupakan permasalahan atas ntase seksual---tanpa

meyakini bahwa laki-laki tersebut adalah wanitaerapakan permasalahan

% http://articles.freeonlinemania.com/articles-pengertian-seks.html diakses pada

tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.17 wib.

7 ..., http://www.who.int/, Health Topic: Gender. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011

pukul 19.13 wib

% Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal Psychology,
eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

* Ibid.

bid.
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sebagai identitas ditf* Hal ini dimaksudkan bahwa permasalahan ini membuat
kebingungan ketika membicarakan orentasi seksusdosang. Bila dilihat dari
genetik, kasus identitas diri atau yang menderithD Gnemiliki orientasi
homoseksual karena mereka secara genetik adalalakalyang menyukai laki-
laki atau secara genetik adalah perempuan yang ukanperempuan. Namun
secara psychology, bila membicarakan mengenai GHdrang laki-laki yang
merubah dirinya menjadi perempuan merasa bahwaydiradalah benar-benar
perempuan dan menyukai seorang laki-laki dan megggn hal tersebut
merupakarheteroseksual orientationi

Jadi, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara ssoara biologi
(perempuan. dan laki-laki), dipelajarinya dan dirggsikan mengenai gender
(feminin dan maskulin) dan orientasi seksfalDalam hal ini akan dibahas

mengenai identitas gender atau dikenal dengan aelanseksuaf?

3.1.1 Deskrips dari Gender ldentity Disorder

Seseorang yang.mengalagander identity disordefGID) merasa di
dalam dirinya, biasanya terjadi ketika masih dalasm dini, berbeda
dengan jenis kelaminny& Contohnya adalah seorang laki-laki yang
merasa dirinya adalah perempuan yang terperangkapud laki-laki dan
memiliki alat kelamin laki-laki yang berharap diym dianggap sebagai
perempuan. Adanya perasaan tersebut dapat mendorang tersebut
untuk melakukan operasi perubahan kelamin untukyameakan dengan

identitas dirinya yang sebenarnyd Namun, tidak seluruhnya orang yang

% hid.

192 Flizabeth Rice Allgeier dan Alberth Richard Allgeier, Sexual Interaction, thrid edition,
(Canada: D.C Heath and Company, 1991), hal, 125.
193 pavid T. Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities,
(London:Routledge, 1993), hal. 177.
1% Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal
Psychology, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

105 .

Ibid.

1% bid.
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merasakan hal demikian ingin melakukan operasi jadran kelamin,
tetapi hanya menginginkan perubahan secara fisiihde seperti lawan
jenisnya'®’ Seseorang dapat dikatagorikan sebagai GID ketkaginan
untuk menjadi lawan jenisnya menyebabkan ganggaarkdsulitan yang
signifikan®® Hal yang sangat penting sebagai catatan bahwarsese
yang mengalami GID mungkin tertarik dengan sesepy@amg sama atau
berbeda jenis kelamif?® Mengenai GID, laki-laki yang mengadopsi
tingkah laku dari perempuan menimbulkan reaksi @madiat sekitar yang
besar daripada perempuan yang mengadopsi tingkafu&i laki-laki’°
GID didiagnosis berdasarkan perilaku sehari-hapede berpakaian
seperti lawan jenisnya, lebih memilih berteman @engwan jenisnya dan
bermain dengan mainan yang biasanya dimainkan lalbn jenisnya
(seperti- laki-laki yang bermain dengan boneka legrbyang diikuti
dengan keinginan sebagai anggota dari lawan jeaishyPerilaku ini
sering disebut dengan transgender. Mengenai GlDiammnya mulai
terjadi atau dirasakan "ketika masih dalam usia diafipada ketika
dewasa.'*? Ketika remaja dan dewasa bagi laki-laki yang meogai
perilaku perempuan, GID akan terlibat dalam peulakyang
menggambarkahyperfeminingyang ditandai dengan pemakaj@arfume
perilaku yang menggoda dan pakaian yang tepatiafiskesempatatt>

197, http://www.self-help-sexuality.com/ , Transsexualism, Transgenderism, &

Trasvesstism. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 20.00.
198 Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal
Psychology, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

Ibid.

1 Ibid.

bid.

"2 bid.
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Elizabeth Rice Allgeier dan Alberth Richard Allgeier, Sexual Interaction, thrid edition,
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Berdasarkan hasil pendataan, GID terjadi padalékkienam kali lipat

lebih sering daripada terjadi pada perempdan.

3.1.2 Penyebab dari Gender | dentity Disorder

Terdapat tiga penyebab yang menimbulkan gangguahadap

identitas diri seseorang, yaitt?

1. Faktor genetik. Beberapa data memperkirakan baldeatitas

gender disebabkan setidaknya terdapat pada selsayiagennya.

. Faktor Neurobiological Faktor lainnya yang menyebabkan GID

adalah dikarenakan kadar hormon seks pada saatsaedan
selama kehamilan. Baik faktoneurobiologicaldan faktor genetik
merupakan faktor secara alamiah_ atau Secara mégiabila
membicarakan jenis kelamin (sex) secara biologiuydikaitkan
dengan kromosom, organ . reproduksi, hormon, mekanism
reproduksi darexternal genitalia dapat mengarah pada berbagai
kondisi seperti . intersexuality dan hermaphrodit rkbEmin
ganda), namun kondisi tersebut dianggap nofiial.

. Faktor sosial dan psikologis. Maskulinitas dan fatas dibentuk

dan didefinisikan secara kultural dan sangat saksn nilai
steriotipe. Hal ini dikarenakan di budaya kita lmelbisa menerima
seseorang yang bersikap dan melakukan aktifikasrsepanita.
Namun, beda halnya dengan perempuan yang bisa raemak
pakaian atau berperilaku seperti laki-laki. Bebaragalangan
mengatakan bahwa GID dapat terbentuk karena adaemga dari
lingkungan sekitar. Contohnya adalah peran keluaygag

menganggap tingkah laku dari anak yang menggunalk&aian

114

Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal

Psychology, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

13 1bid., hal 397

116

David T. Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities,

(London:Routledge, 1993), hal. 177.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



46

lawan jenisnya adalah hal yang lucu. Faktor iniupaekan faktor

non-medis.

3.1.3 Transeksual

Terdapat beberapa cara ataeatmentyang digunakan seseorang
untuk mendapatkan keharmonisan antara tubuh depgéadi yang
dirasakannya. Hal yang biasa dilakukan bagi GIDiaddengan operasi
untuk merubah badan yang disesuaikan dengan igendirinya:’
Apabila seseorang telah melakukan operasi penyasudikatagorikan
sebagai transeksual. Cara atau treatment selaigadeaperasi, dalam
beberapa studi terdapat cara pengobatan terhadglelt laku, adalah
dengan merubah psikologi orang tersebut dengan ansglkan tubuhnya
secara fisik™® Cara tersebut adalah dengan dengan merubah sikap a
perilaku seseorang yang mengalami GID. Sebagabboseorang laki-
lakt dibantu dengan menumbuhkan sifat maskulinn@ara ini tidak
populer seperti dilakukannya operasi perubahamkala

Dalam melakukan perubahan tubuh seseorang, terdagiarapa
prosedur atau tahapan yang digunakan. Sebagaihcadorang laki-laki
mungkin menghilangkan rambut-rambut halus pada hg@ lalu
mengoperasi untuk mengecilkan ukuran dagu dan jakan melatih
meninggikan nada suaran¥d. Namun, operasi yang dilakukan tidak
mendapatkan hasil yang sempurna apabila hormok bideubah. Dalam
merubah tubuh seseorang biasanya menggunakan asutidcmon yang
umumnya dilakukan untuk menjalani bulan pertamagabgender yang
diinginkan atau sebagai bagian dari pyschoteraphiuku mengatasi
perasaan mengenai gender yang dipilihnya (HarryjaB&n International

Gender Dysphoria Association, 2001j. Hormon perempuan dapat

17 Apn M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, Abnormal

Psychology, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 398.
% bid.
2 Ibid.
2 Ibid.
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membantu menumbuhkan payudara dan menghaluskarbéglilaki-laki.

Beberapa laki-laki juga melakukan operasi plastitulkk mendapatkan
wajah yang feminin, membesarkan payudara, atau mrbntuk tubuh.
Beberapa juga melakukan tindakan tambahan yaitwasp@erubahan
kelamin.

Dalam operasi perubahan kelamin, alat kelamin yadg diubah
menjadi lebih mirip dengan yang dimiliki lawan jenya. Bagi laki-laki
yang menjadi perempuan, hampir keseluruhan darikalamin laki-laki
tersebut dihilangkan; tetapi beberapa jaringan staaf masih digunakan
untuk membuat alat kelamin perempuan bu&tanSedangkan dari
perempuan menjadi laki-laki, prosesi perubahannkildebih sulit. Hal
ini - dikarenakan susahnya untuk membuat alat kelalainlaki. Pada
prakteknya operasi perubahan kelamin lebih banypaikidoleh laki-laki
daripada perempuds.

Transeksual menjadi perhatian khusus karena tiddikis yang tidak
mendapatkan keinginannya untuk merubah dririnyajadenseseorang
yang berbeda jenis kelaminnya lebih-memilih untwdagakiti dirinya. hal
Ini dilakukan karena adanya siksaan secara batohaim dirinya. Pada
kenyataannya ada sebagian penderita yang berjelaisk laki-laki tidak
segan-segan memotong alat kelaminnya sendiri  unténdukung
keinginannya yang menggebu. Hal ini menciptakan daaa faith
accompli ( keadaan yang tidak dapat dirubah dan harusirdagrbagi
dokter. Tidak sedikit pula yang pada akhirnya meémiintuk melakukan
bunuh diri.

Salah satu kutipan dari transeksual yang pada gevadalah laki-laki
dan sekarang menjadi perempuan,

Transeksual tidak seperti transgender yang hamg@aggunakan pakaian
seperti perempuan, kami adalah perempuan seutufiidak ada laki-laki

yang pernah saya temui meragukan bahwa saya agatempuan, baik

21 bid.
22 bid.
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secara fisik, emosional dan sexual. Saya meradakakmatan sama seperti

perempuan. Satu hal yang saya tidak dapat lakullatala mengandung.

(cossey}?

Terlihat terdapat hubungan antara transgender dehgaseksual.

Dimana ketika seseorang merasa identitas dirinyarseperti fisiknya

lalu bertindak atau bertingkah laku seperti lawamignya, maka disebut

juga dengan transgender. Namun, ketika orang tersetah melakukan

perubahan secara fisik dengan identitasnya yaingale cara operasi

perubahan kelamin, dalam hal ini masuk dalam katdgmseksual. Jadi,

dapat dibedakan mengenai transgender dengan teasgiaitu:

Transeksual

Transgender

Definisi Seseorang yang jelas
tidak
mengindentifikasikan
jenis kelamin dirinya
seperti ketika lahir,
melainkan
mengidentifikasikan
dirinya seperti lawan

jenisnya.

Perasaan tidak nyaman
atau ‘bad fit’ antara
peran gender yang
diberikan dan perasaan
internal dari diri
seseorang. Beberapa
orang
mengindentifikasikan
sebagai transeksual,
tetapi orang tersebut
merasa lebih ambigu dan
lebih memilih untuk
mendefinisikan dirinya
kembali pada peran
gender mereka tanpa

mengubah tubuh mereka.

123

(London:Routledge, 1993), hal 192.

David T. Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities,
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Operasi lya (sering tetapi tidakridak (tidak pernah)
selalu melakukan operasi
perubahan)

Medical Conditions Mengalami ganggualungkin mengalam

identitas diri yang disebutdepresi atau kecemasan
GID. Permasalahannyaatas jenis kelamin mereka
dalam hal ini adalah fisikdan ~ mengobati  dirn
bukan secara mental. melalui penyalahgunaan

zat.

3.2 Transeksual di Indonesia

Transeksual dianggap sebagal sesuatu hal yang daiem masyarakat
awam. Masalah transeksual sebenarnya bukanlahtdalfenomena baru yang
timbul. Fenomena tersebut telah ada sejak zamaudadebagai buktinya adalah
adanya sebuah legenda kuno yang berasal dari malnya, menunjukkan
bahwa masalah transeksualisme sudah lama dikemalg.oDalam legenda
tersebut. diceritakan tentang seorang raja yangtdagabah wujudnya menjadi
wanita jika si raja tersebut membersihkan diri ateandi di sebuah sungai yang
amat keramat. Raja tersebut selanjutnya diceritakenolak untuk kembali lagi
ke wujudnya semula yaitu sebagai laki-laki, kar&aenudian ia merasa bahwa
hidup sebagai perempuan lebih menyenangkan daripalolagai laki-laki. Raja
yang telah berubah menjadi perempuan tersebut @ildangan nama Srikandi.
Walaupun cerita tersebut hanyalah sebuah legeatipi thal itu dapat menjadi
bukti bahwa fenomena transeksual telah ada sejakiua

Masalah transeksual mulai muncul di dalam duniaokesdan sejak
terjadinya pergantian kelamin yang dilakukan di aragnegara barat sekitar
tahun 1950-an. Salah satunya adalah operasi pengdeiamin dari pria menjadi

wanita oleh salah seorang prajurit Angkatan Daratefka Serikat bernama
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George Jorgensén® George melakukan operasi perubahan kelamin di Benm
pada tahun 1952 dengan mengangkat organ kelamamypri Setelah proses
operasi tersebut, George merubah namanya menjaidtiGé.

Namun, transeksual mulai dikenal di Indonesia padhun 1973.
Transeksual di Indonesia mulai dikenal dalam kasten Rubianto Iskandar.
lwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasilpaian kelamin, dimana pada
awalnya berjenis kelamin laki-laki dan menjadi pepean. Nama yang
digunakan setelah dilakukannya operasi perubahdamke tersebut adalah
Vivian Rubianti Iskandar. lwan Rubianto melakukgremsi perubahan kelamin
di rumah sakit di Singapuf& Kasus ini terjadi pada tahun 1973 dimana Iwan
Rubianto mengajukan permohonan atas perubahars g&iis kelaminnya di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana didampilegi pengacaranya Adnan
Buyung Nasutiort?®

Namun pada saat itu belum ada peraturan ataupwmgsaig-undangan
yang mengatur mengenai legalisasi atas perubaHamike Hal tersebut tidak
dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak didak memeriksa kasus
tersebut. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang+éntimmor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kelzakim

“pengadilan tidak boleh-menolak untuk memeriksa ai@mgadili, sesuatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukunk tetta atau kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menggdil”

Dijelaskan juga pada pasal 27 ayat (1) Undang-bgddomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kelzakim

“hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajibggain mengikuti

dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyaraka

2" Mawar, http://berita-dunia.infogue.com/, Asal Usul Operasi Ganti Kelamin. Diakses

pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 23.18.

1% Rosa Agustina, Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country, hal 262

126 bid.
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Dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 5layatdang-Undang Nomor 14
tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelarakehakiman yaitu,

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidakniexda-bedakan

orang.”

Berdasarkan pengaturan tersebut maka hakim dituntuk menciptakan hukum.
Dimana selanjutnya hukum tersebut dapat dijadikebagai patokan untuk
penetapan perkara serupa yang nantinya disebuadsmngisprudensi.

Dalam pengadilan penetapan status dari lwan Ruhiangjelis hakim
mendengarkan dari beberapa ahli seperti ahli gegsalpsikiater, ahli dalam
agama Islam ‘dan pendéfd.Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hanifah sebagai
genealogis?®

“‘operasi perubahan kelamin adalah operasi plastitaga diubahnya alat
kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuanenfdhon pada
dasarnya tidak dapat.mengandung dikarenakan . tideiliki rahim.

Namun tidak semua perempuan yang memiliki rahinratla@ngandung.”
Sedangkan menurut Dr. Kusmanto sebagai psikiatagatakan bahw&®

“yang terjadi pada pemohon adalah pemohon memiékih banyak
hormon. perempuan pada dirinya daripada hormon ldki- Ketika
pemohon masih anak-anak, ia lebih memilih berterdangan anak
perempuan daripada anak laki-laki, berpakaian sepaak perempuan
dan memakai baju anak perempuan daripada bajulakidkki.

Tanda-tanda lainnya adalah ia juga lebih menyula&miain masak-
masakan daripada memainkan permainan anak lakiskgerti bermain

perang-perangan. Perilaku tersebut tidak bisa dirukarena pemohon

27 |bid., hal. 263.
28 1bid.
29 bid.
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lebih merasa seperti perempuan daripada laki-lakada hormon yang
dimiliki pemohon lebih banyak hormon perempuan miaa hormon laki-

laki.”

Sedangkan pendapat dari bidang agama adalah d@&riC*r Buya Hamka
mengeluarkan pendapat diluar pengadilan sepeikithgr®

“ Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempdan,hal tersebut adalah
kehendak Tuhan. Namun, tidak semua orang yangidiéahsempurna, beberapa
memiliki cacat, beberapa mental atau fisiknya lem@nang-orang tersebut
menderita dalam hidupnya.  Lalu pertanyaannya adaladékah orang-orang
tersebut _harus menderita di dalam hidupnya dan mnmeaebahwa hal tersebut
adalah kehendak Tuhan?”

Prof. Dr. Buya Hamka menjelaskan mengenai jawaltas pertanyaan tersebut

dikaitkan dengan permasalahan mengenai Iwan Rubféht

“berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Islam,amumemberikan kepada
manusia akal pikiran untuk:berpikir, oleh karenantereka dapat menggunakan
akal tersebut untuk memperoleh pengetahuan sebamyalgkin. Tuhan juga
tidak menginginkan manusia menderita selama hidupbBgngan demikian, jika
iimu pengetahuan dan kemajuan teknologi ‘memungkinkaanusia untuk
berubah, meningkatkan _diri,” dan memperbaiki cadau &elemahan yang
membuat mereka menderita, seperti dalam kasus rViRabianti yang telah
melakukan operasi perubahan kelamin untuk menjadérppuan sehingga ia
tidak lagi menderita dan menjadi manusia yang lebdik dan dapat
mengekspresikan dirinya sebagai perempuan padaahyran maka hal tersebut
adalah yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan sianuntuk menggunakan
pengetahuannya untuk menjadi manusia yang lebilagi. Dengan kata lain,
niat untuk merubah alat kelamin laki-laki menjatiit&kelamin perempuan dan
permohonan kepada pengadilan untuk mengubah siatudaki-laki menjadi
perempuan dengan nama Vivian Rubianti tidak bem@wadengan kehendak

3% bid., hal 263-264.

B bid., hal 264.
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Tuhan dan sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam rp@nekankan kepada
kemaslahatan (manfaat dan keuntungan).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya ewdmh putusan
bahwa menerima penggantian nama dari pemohon, Rananto, menjadi
Vivian Rubianti dan melegalkan perubahan statusi diaki-laki menjadi
perempuan. Menurut Ketua Majelis Hakim, Fatimah jAchpermohonan Iwan
perlu diputuskan karena menyangkut ketegasan siatus muka hukum. “Untuk
mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kég@anasuk urusan pidana,
hukum hanya mengenal seseorang itu laki-laki agrempuan,” ujar Fatimali?
Dari kasus Vivian, Pemerintah menggelar Seminar&gp®ergantian Kelamin di
Jakarta, 27-29 Maret 1978. Dalam seminar terseipgrasi pergantian kelamin
dibahas dalam berbagai sudut pandang: medis, hudamagama. Hasil dari
seminar tersebut, merekomendasikan “jika ingin keétan operasi ganti kelamin
di dalam negeri, ditunjuk enam rumah sakit pemahndi Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Ujungpandang, dan Metfan.”

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat pada tahun 1848 dieh Pengadilan
Negeri di Surabaya pada tahun 1978, dimana Soekaigmohon untuk
menetapkan statusnya menjadi perempuan dengantiemigette Soektjo setelah
dilakukannya operasi perubahan kelafth.

Kasus Henriette terjadi pada tahun 1978. Henrikttér dengan nama
Soetkjo di Jombang pada tahun 1948, di mana ia pakam anak ke enam.
Ketika ia masih kecil, ia diperlihara dan dibesarkaleh tantenya. Ketika ia
berumur 6 (enam) tahun, ia mulai menggunakan pakarek perempuan dan
menggunakamake-up lbu dari Soekotjo pun tidak dapat mencegahnyakunt
melakukan hal tersebut. Soektjo menghabiskan wghtdiclak dengan bermain
dengan layangan melainkan bermain dengan bonek#ddk senang bergaul

dengan anak laki-laki walaupun ia pergi ke sekot@nggunakan seragam yang

132 . “Viva Vivian.” www.majalah-historia.com, diakses pada tanggal 10 November

2011, pukul 11.40 wib.
 bid.

34 Rosa Agustina, Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country, hal. 264.
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digunakan anak laki-laki. Perilaku tersebut benkgitan sampai ia menginjak
sekolah menengah ke atas.

Hidup dengan dua Kkepribadian membuatnya terasmgkiengan
lingkungan sekitarnya. Dengan ketidakjelasan aiasyd, ia mendaftar seminar
di Garun (Blitar) untuk menjadi pendeta. Namun daldeminar tersebut,
permasalahan tersebut tetap berlanjut dan haruadainya. Walaupun ia
dibaptis dengan nama Hendricus, hal tersebut tidekbuatnya menghilangkan
perilaku seperti perempuan. Ketua dari seminaelberismencoba untuk merubah
perilaku Hendricus yang seperti perempuan dengatubalari asisten gereja dan
kakaknya yang tertua, Dr. Koentjoro Soelaiman, i@ndapatkan 50 dosis
suntikan hormon laki-laki. Namun, hal tersebut giak membantu terjadinya
perubahan pada diri Hendricus. Pada akhirnya iaakedari biara dan bekerja di
salon kecantikan, ikut pementasan seperti menanpagapada akhirnya dilakukan
operasi plastik dengan bantuan Dr. Djohansyah Madiirumah sakit Darmo di
Surabaya.

Operasi yang dilakukan oleh Dr. Djohansyah Marzi&rhasil nhamun
tidak dapat memberikan Hendricus ovarium maupunnrabehingga dapat
membuatnya hamil seperti layaknya perempuan nofriaHendricus terus
mendapatkan perawatan dengan diberikannya hormeempean, sehingga
membuatnya  mudah untuk mendapatkan. orgasme sqpEdimpuan normal
apabila Hendricus menikah dengan seorang laki-laki.

Pada tahun 1978, Pengadilan negeri Surabaya mskamtuuntuk
melegalkan stastus hukumnya, hak-hak, dan kewagyzamalam arti luas dan
penuh sebagai perempuan. dari putusan tersebujagiéan juga mengabulkan
perubahan nama dari Soekotjo menjadi Henriette &juek®

Penetapan pengadilan untuk menegaskan seseorapgatatau wanita
menjadi biasa. Pada Januari 2009, misalnya, Pdagatiegeri Purwokerto
mengabulkan permohonan perubahan jenis kelaminhbpesempuan bernama

Solihatunnisa, 6 (enam) tahun. Sebelumnya saat, I8blihatunnisa berkelamin

3 bid., hal 266.

¢ |bid., hal 267.
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perempuart?’ Namun, sepuluh hari kemudian terjadi perubahaiu yauncul alat
kelamin laki-laki pada Solihatunnisa. Solihatunnisemiliki dua alat kelamin. la
kemudian diperiksa di Rumah Sakit Dr. Sardjito, Yakparta. Hasilnya diketahui
bahwa Solihatunnisa memiliki kromosom XY (kromostaki-laki) dan ia tidak
memiliki rahim. Keterangan dokter itulah yang lahenjadi pertimbangan hakim
saat memutus status Solihatunnisa sebagai laki-laki

Walaupun sudah sejak dulu sudah ada penetapanem@ngperasi
perubahan kelamin, mengenai hal ini masih menjadiuah kontroversi di

masyarakat baik dalam segi agama, maupun hukum.

Y7 Muhammad Isnur, Strategic Impact Litigation Forum lll: Hak Identitas Kelompok

Transeksual Terhadap Kebijakan Negara, Strategic Impact Litigation Journal, edisi Il,

(2011,Februari), hal 4.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



56

BAB IV
ANALISISMENGENAI TRANSEKSUAL DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Kasus Posisi

Terdapat dua kasus yang akan dibahas yaitu mendesais Shinta
Fransisca dan Nadia limira Arkadea. Keduanya méapaeseorang yang telah

melakukan operasi perubahan kelamin.
4.1.1 Posisi KasusShintaFransisca™®

Shinta Fransisca merupakan salah seorang yanly tetdakukan
operasi perubahan kelamin. Sebelumnya Shinta hedetamin laki-laki
dengan nama Kisin. Shinta telah melakukan operesibahan kelamin
sejak tahun 1978 yaitu pada usia 33 (tiga puluf) tighun. Sekarang ini
usia dari Shinta adalah 61 (enam puluh satu) tataumbekerja sebagai
penata rias, membuka salon dan memberikan pelayagama pada
gereja.

Shinta yang berprofesi sebagai pekerja salon inngalku bahwa
kelainan atau ketidakpuasan atas dirinya timbuhksé&erumur 12 (dua
belas) tahun. Shinta merasa:ada yang berbeda delmyaya dan tidak
nyaman dengan kondisi fisiknya pada saat itu. Rexdar 12 (dua belas)
tahun tersebut Shinta mulai mencoba memakai pakzeaempuan dan
berdandan menggunakan peralatamake-up kakak perempuannya.
Semakin lama Shinta menyadari bahwa dalam dirinigdaa perempuan
walaupun secara fisik ia dilahirkan sebagai laki:la

Pada awalnya ia melakukan suntik hormon sebelumkukiannya
operasi perubahan kelamin. Setelah itu ia melakwemasi payudara di
Jakarta yaitu di Rumah Sakit Pelni pada umur 2Qa (duluh) tahun.

Namun hal ini dirasa belum cukup memberikan kepugseda dirinya.

B8 Shinta Fransisca, (2011, Desember 11). Personal Interview.
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Pada Akhirnya setelah berkonsultasi kepada 5 (lidakter di RSCM
yang salah satunya adalah psikolog, Shinta memanugktuk melakukan
perubahan kelamin. Operasi perubahan kelamin tersgitakukan oleh
Shinta pada umur 33 (tiga puluh tiga) tahun di Baya.

Namun setelah dilakukannya operasi perubahan kejgdhinta tidak
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk patkada
penetepan pengadilan atas keabsahan perubahanrikefanataupun atas
perubahan nama. Di dalam KTP dan KK yang dimilikirgekarang ini
tercantum nama Shinta Fransisca dan jenis kelaerengpuan. KK dan
KTP tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukam Gatatan Sipil
Kota Bekasi.

Selain itu Shinta pernah menikah sebanyak empat kamun
pernikahan tersebut tidak disahkan secara agarseeiridi mana agama
dari Shinta adalah kristen, yaitu dengan pembenkatan tidak pula
dicatatkan di pencatatan sipil. Shinta menikah wéa tangan yaitu
melakukan perkawinan yang dilaksanakan oleh sequangika agams®
Pernikahan dibawah tangan tersebut terjadi dikeerppgawinannya.
Salah satu perkawinannya dilaksanakan dengan sespgang berbeda
agama dengan Shinta. Shinta yang beragama kriseamkah dengan
seorang laki-laki yang beragama Islam. Pernikaleasebut berlangsung
dengan ketentuan dan tata cara perkawinan agama.|slPernikahan
tersebut dinikahkan oleh seorang ustadz, di matedzigersebut masih
ada hubungan keluarga dengan pasangan dari SRertaikahan tersebut
dilangsungkan tanpa sebelumnya Shinta berpindamagdadi di sini

telah terjadi pernikahan beda agama.

3% Shinta Fransisca, (2011, Desember 11). Personal Interview.
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4.1.2 Posis KasusNadia llmira Arkadea'®

Nadia llmira Arkadea atau sering dipanggil dengaama Dea
sebelumnya memiliki nama Agus Widoyo. Dea dilahirkdi Semarang
pada tanggal 14 Agustus 1979 sebagai seorang bggnis kelamin laki-
laki. Atas kelahirannya tersebut, adanya pencatalain Kantor Catatan
Sipil Kotamadya Semarang.

Sejak usia balita dan dalam masa perkembangannga, rberasa
mempunyai penyimpangan tingkah laku yaitu mempukgaenderungan
untuk bertingkah. laku seperti perempuan. sejak mashbertas dan
selanjutnya, Dea mengenakan pakaian perempuannsentdliki orientasi
kejiwaan yang mengarah pada perempuan. Kondiglietsnenyebabkan
dia mengalami tekanan batin yang luar biasa kdtémaus berhubungan
dengan legal formal karena statusnya adalah |&ki-lsedangkan
penampilannya adalah perempuan. Sering sekali derkgadaannya
tersebut membuat Dea djadikan bahan tertawaanldeolok.

Atas dorongan .situasi tersebut, Dea memberanikan udituk
melakukan operasi pergantian kelamin dengan motager menjadi diri
perempuan sebagaimana panggilan jiwa. Setelah unadangkaian tes
yang panjang yakni tes, Psikologi, tes Hormonal, kepribadian, tes
kesehatan dengan ahli-ahli seperti Psikiater, RuykoObsgin, Bedah,
Penyakit Dalam, dan Genetikal akhirnya Tim medis Bamah Sakit Dr.
Sutomo Surabaya menyatakan layak untuk dilakukanmoyerasi
transeksual. Dea dioperasi pada tanggal 20 Jag086 pada umur 25
tahun. Namun sebelum ditangani oleh Rumah SakiSDtomo, Dea telah
berkonsultasi dengan pihak Rumah Sakit Kayadi Sangadan tidak
mendapat tanggapan selama 2 (dua) tahun menungguakiadak adanya
ketentuan mengenai tahap-tahap atau prosedur sémamatif dalam
melakukan operasi perubahan tersebut.

" Muhammad Isnur, Strategic Impact Litigation Forum lll: Hak Identitas Kelompok

Transeksual Terhadap Kebijakan Negara, Strategic Impact Litigation Journal, edisi Il,

(2011,Februari), hal 3-4
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Bukan hanya melakukan operasi perubahan kelamin lalarlaki
menjadi perempuan, selanjutnya dilakukan juga prgsgubahan secara
hormonal. Dengan demikian secara fisik dan psilea B2lah benar-benar
menjadi perempuan. selanjutnya Dea mengajukan Pemao Pergantian
Jenis Kelamin kepada Pengadilan Negeri Batang. Radggal 22
Desember 2009, pengadilan yang diketuai oleh hakifidyatinsri
Kuncoro Yakti S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Batangengabulkan
permohonan atas pergantian kelamin dari laki-la&gnjadi perempuan dan
bergantinya nama dari Agus Widoyo menjadi Nadiardmrkadea.

Sekarang ini yang terjadi adalah Dea masih harusghesslapi
kesulitan yaitu terkait dengan pengurusan KTP. @armsaat ini data diri
Dea belum berubah. Dea yang masih mahasiswi di saka universitas di
Semarang menjelaskan bahwa dia menggunakan KaféjaPsebagai
pengganti KTP yang data dirinya belum berubaiMenurut pengakuan
Dea, kesulitan tersebut karena adanya kebijakaal lgkng menentang
adanya perubahan kelamin terseliai.

4.2 - Analisis
4.2.1 Analiss Mengenai Status Pribadi dan Status Hukum. Transeksual
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang iAidtrasi

Kependudukan), menjelaskan bahwa

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegig@nataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kepkkdn melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaaformasi

! Shinta Fransisca, (2011, Desember 27). Personal Interview

2 bid.
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Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan nlyasiluntuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor [4ih.”

Di mana administrasi kependudukan sangatlah peibtagg setiap warga
negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukangaten dua hal
pokok vyaitu mengenai pendaftaran penduduk dan peaca sipil.
Pendaftaran penduduk lebih bersifat administragijangkan pencatatan
sipil menimbulkan hak perdata. Namun keduanya meygpiujuan yang
sama yaitu, berdasarkan pasal 2 Peraturan Prekidenesia Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara RarastaPenduduk dan

Pencatatan Sipil,

“Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuatuk
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hakasndokumen
penduduk, perlindungan status hak sipil pendudak, mendapatkan

data yang mutakhir, benar dan lengkap.”

Dijelaskan dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang idstrasi
Kependudukan,

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiva Rgntang dialami
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil padtansi
Pelaksana.”

Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa pentingeidiri dijelaskan
dalam pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administragpéhdudukan yaitu,

“peristiwva penting adalah kejadian yang dialamiholseseorang

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinaperceraian,

3 Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1
butir 1.
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pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan perakahan

nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Peristiwa penting meliputi**
1. Pencatatan kelahiran;
Pencatatan lahir mati;
Pencatatan perkawinan;
Pencatatan pembatalan perkawinan;
Pencatatan perceraian;
Pencatatan pembatalan perceraian;

Pencatatan kematian;

R @ 0~ D

Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anakedgesphan

anak;

9. Pencatatan  perubahan nama dan = perubahan  status

kewarganegaraan;

10.Pencatatan peristiwa penting lainnya; dan

11 Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkanrsend

Membicarakan mengenai transeksual, sangat erankgi&d dengan
administrasi kependudukan terutama mengenai pdapatapil. Seperti
dijelaskan dalam pasal 1 butir .15 Undang-Undang iAdstnasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatat#stiwa penting yang
terjadi pada seseorang. Peristiwa penting yang lkdinthdikaitkan dengan
terjadinya proses operasi  perubahan kelamin oleteosang untuk
menganti jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi rgq@puan atau
sebaliknya. Dalam ‘Undang-Undang Administrasi Kepeluttan disebut
dengan peristiwa penting lainnya yang diatur dadalpasal 56 Undang-
undang Administrasi Kependudukan. Namun tidak hamyangenai
pencatatan peristiwa penting lainnya saja, dalasukaranseksual juga
berkaitan dengan pencatatan perubahan nama daatgmcperkawinan.

Sesorang Yyang melakukan operasi perubahan kelamamus
memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan apanetdari

" bid., ps. 27-57.

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



62

pengadilan mengenai perubahan atas status barkiatentuan mengenai
keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatalam pasal 52
dan pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudyk#u berkaitan
dengan pencatatan perubahan nama dan perubahankgamin dari
seseorang yang telah melakukan operasi perubahkmike Seperti
dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang tetdhkuokan operasi
perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan Padaatatan Sipil
karena telah terjadi peristiwa penting. Penetaganmgadilan ini sangatlah
penting karena nantinya berkaitan dengan hak-halselzagai warga
negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapdstardiri atau status
pribadi dan status hukum. Di mana hal ini berkaittengan tujuan
penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Permohonan mendapatkan penetapan pengadilan adiaban
tujuan mendapatkan kelegalan dan kepastian hukas status barunya
(misal dari laki-laki menjadi perempuan) dan peh#a atas namanya.
Dimana selanjutnya dari adanya penetapan pengaéilsebut, perubahan
nama dapat dicatatkan. dalam pencatatan sipil.ga@bana diatur dalam
pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

(1)Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasaekatapan
pengadilan negeri tempat pemohon.

(2)Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudystdél)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansikBal@ yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat(i@@ puluh)
hari sejak diterimanya salinan penetapan pengaditgeri oleh
Penduduk.

(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padd2y&ejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinffgipada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

> Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa

Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang

memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
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Mengenai tata cara pencatatan perubahan nama padatatan sipil
dijelaskan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Isdoh®mor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafleaduduk dan

Pencatatan Sipil yaitu,

(1)Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan etinsi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang mikaarbhkta
Pencatatan Sipil.

(2)Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksucytdél)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a Salinan penetapan pengadilan negeri tentang pesinbama,

b Kutipan Akta Catatan Sipil;

¢ Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d Fotokopi KK; dan

e Fotokopi KTP.

(3)Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimaaiesdapada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara;

a Pemohon' mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratanaseiaa
dimaksud dalam ayat (2) kepada Instansi Pelaks@aldEPTD
Instansi Pelaksana;

b Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana @PTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir padateegkta
catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksaregamshana
dimaksud pasa huruf b merekam data perubahan nataend

database kependudukan.

Penjelasan pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.
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Sedangkan mengenai perubahan status seseorang tydaly
melakukan operasi perubahan kelamin diatur di dgdasal 56 Undang-

Undang Administrasi Kependudukan,

1. Pencatatan peristiwva penting lainnya dilakukan olegjabat
Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangargkstan
setelah adanya penetapan pengadilan negeri yangh tel
memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamaldiud pada
ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakerimanya

salinan penetapan pengadilan.

Menurut penjelasan: pasal 56, yang dimaksud dengastip/a penting
lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pei@a negeri untuk
dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara |atrbpkan jenis kelamin.
Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peripgwiang lainnya
dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskaamgpasal 97 Peraturan
Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangy&atsn dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi; yali
(1)Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnyakakian oleh
pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksaaa &PTD
Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwaipgfainnya.
(2)Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ada (1)
antara lain perubahan jenis kelamin.
(3)Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamakdiud pada
ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a Penetapan pengadilan mengenai peristiwa pentingyaj
b KTP dan KK yang bersangkutan; dan
c Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa ipgriainnya.
(4)Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamaksiud pada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
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a Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan
Peristiwva Penting Lainnya dengan melampirkan petgar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Infataisana
atau UPTD Instansi Pelaksana;

b Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi $2glakatau
UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dahdasi
berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dancaiah serta
merekam dalam register peristiwa penting lainnydapdatabase
kependudukan;

c Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi S2@lakatau
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggira pad
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta da&tan
Sipil.

Jelas dari kedua pasal ini, apabila terjadi pevestpenting yaitu
perubahan nama dan perubahan jenis kelamin hamsyadienetapan
pengadilan agar dapat nantinya perubahan nama mgepts kelamin
tersebut dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil. Raiebih lagi kedua
peristiwva penting tersebut wajib untuk dicatatkaiPencatatan Sipil agar
sesuail dengan tujuan-dari administrasi kependudikiaadalah untuk
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukengenai status
baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah metaku operasi
perubahan  kelamin. Dimanatujuan dari adanya acmnasi
kependudukan dijelaskan dalam pasal pasal 2 Panatiresiden
Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tthta Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Namun timbul pertanyaan bagaimana dengan akta ikahah
Kelahiran merupakan salah satu dari peristiwva pgntlimana harus
dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan pasahyaf (1) Undang-
Undang Administrasi Kependudukan yaitu,
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“setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada InstdPslaksana di
tempat terjadinya kelahiran.”

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 27 ayat (2),

“berdasarkan laporan peristiwa kelahiran tersehstahsi Pelaksana
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menenbitkutipan Akta

Kelahiran.”

Namun bagaimana dengan akta kelahiran dari sespyaarg telah
melakukan operasi perubahan kelamin. Seseorang tedaty melakukan
perubahan kelamin pasti memiliki data yang berbetangenai jenis
kelamin pada saat lahir dengan keadaannya sekayamg telah
mengalami perubahan jenis kelamin akibat operasibdan kelamin
atau penyempurnaan kelamin. Walaupun adanya pexbekieterangan
mengenai jenis kelamin pada akta kelahiran dan desatd/a sekarang,
akta kelahiran tersebut tidak diganti-dengan alktiagybaru atau adanya
penerbitan akta kelahiran yang baru. Hal ini dikakan sifat dari akta
pencatatan sipil adalah berlaku selamaiiaNamun seperti dijelaskan
sebelumnya pada pasal 52 Undang-Undang Admingukpasal 93
Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008rtg Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencataibnle® pasal 56
Undang-Undang Adminduko. pasal ‘97 Peraturan Presiden Indonesia
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata EBandaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatah yapig berkaitan
dengan perubahan nama dan perubahan jenis keladkam diberikan
catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta petea sipil yang
dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran.akidikelahiran baik di

dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidekubah namun

¢ |ndonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No 23 Tahun 2006, ps.
66 ayat (2).
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adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yaegjelaskan
mengenai peristiwa penting tersebut.

Selain mengenai perubahan jenis kelamin dan peambahma, hal
yang berkaitan dengan hak dari transeksual adatatgemai perkawinan.
Suatu perkawinan wajib dicatatkan oleh warganegatsmgai bukti atas
terjadinya peristiwa penting tersebut (perkawinabjjelaskan dengan
tegas dalam pasal 34 ayat (1) ,yaitu

“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundadgrgan wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksdindempat
terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam pulbB)i sejak
tanggal perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan pada pasal 34,

“yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatarr ldan bathin
antara seorang pria dan Sseorang wanita sebagaii $stam sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.”

Yang dimaksud dari “ketentuan perundang-undangaari genjelasan
pasal tersebut ‘merujuk kepada Undang-Undang NomdaHun 1974
tentang Perkawinan dan undang-undang atau peraterieait mengenai
perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan diatow&aerkawinan
sah apabila sah menurut agama dan kepercaya&timamun disini tidak
berarti bahwa perkawinan tersebut tidak perlu dikain melainkan
sebagai warga negara yang baik perkawinan terdedouts dicatatkan
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) dndadang
Perkawinan.

Bila dikaitkan dengan kasus Shinta Fransisca yafatmelakukan

operasi perubahan kelamin, jelas ada peristiwainmen®eristiwva penting

1 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1,
pasal 2 ayat 1.
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tersebut adalah mengenai perubahan jenis kelanmiradalaki menjadi
perempuan dan perubahan nama dari Kisin menjadité&Htransisca.
Peristiwa penting tersebut harus dicatatkan paded®atan Sipil. Yang
terjadi pada kasus Shinta, Shinta yang telah mkkperubahan kelamin
dan perubahan nama tidak memohonkan kepada pemgadihtuk
mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubatentitas
tersebut.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hadanya
penetapan pengadilan sehingga selanjutnya perubdeatitas tersebut
dapat dicatatkan di Catatan Sipil. Namun, terlbg@ttiwa pada KK maupun
KTP yang dimiliki Shinta sekarang telah tercantumma Shinta Fransisca
dengan jenis kelamin perempuan tanpa sebelumnyah tetemiliki
penetapan pengadilan mengenai perubahan terseadutaHg terjadi di
dalam kasus Shinta tidak sesuai dengan apa yaetamkan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan karena Shinta ktidmemiliki
penetapan pengadilan’ yang mengsahkan perubahammitkelaan
perubahan nama. Dengan kata lain, Shinta tidak tdapancatatkan
peristiwa penting yang terjadi pada dirinya yait@engenai perubahan
nama dan jenis 'kelamin di pencatatan sipil. Yangade pada
kenyataannya terdapat pelanggaran atas Undang-gndaministrasi
Kependudukan.

Sedangkan ' kejadian yang berbeda pada kasus Dea. judea
merupakan salah seorang yang telah melakukan oppesbahan
kelamin. Dalam hal ini juga terdapat peristiwa pamtyang harus
dicatatkan di Pencatatan Sipil yaitu mengenai parab jenis kelamin
dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan ndaraAgus Widoyo
menjadi Nadia lImira Arkadea. Dea telah memiliknpapan pengadilan
yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batang atas ggaulgn perubahan
nama dan perubahan jenis kelaminnya. Namun yanadieDea tidak
dapat mencatatkan perubahan tersebut di kantoaReac Sipil setempat.
walaupun telah memiliki penetapan pengadilan. Bsadean ketentuan

dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan tetalpenuhinya
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syarat dari pelaksanaan pencatatan peristiva ggntianya saja hal
tersebut terbentur dengan kebijakan Pemerintah adbaesetempat.
Sehingga sejak tahun 2009 dimana dikabulkannyagiesman pergantian
kelamin di Pengadilan Negeri Batang samapi sekarf@eg belum dapat
mencatatkan kepada Pencatatan Sipil setempat. miDhk ini telah

terjadi sikap diskriminatif terhadap Dea sebagadraeg transeksual.
Dimana administrasi kependudukan diarahkan untpatdaemenuhi hak
asasi setiap orang di bidang administrasi keperiduduanpa adanya
diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesiodelas berdasarkan
ketentuan pasal 56 Undang-Undang Adminduk, Dea tdaggmnintakan

pencatatan perubahan jenis kelamin dan perubahara riarsebut di

kantor Pencatatan Sipil dan terlebih lagi syaraigyatama dari pengajuan
pencatatan telah terpenuhi oleh Dea.

Dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, kasus yangdi pada
Shinta Fransisca sebagai seorang yang telah melalaperasi perubahan
kelamin, perkawinan yang dilaksanakan Shinta tidakat dicatatkan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan ‘berbeda dengahkaperan tidak
dicatat. Perkawinan tidak dicatat memiliki pengertiperkawinan yang
memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan namuwak teicatatkan atau
belum" di catatkan di-Kantor Urusan Agama atau @ataSipil'*®
Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh tranakkeperti Shinta
Fransisca adalah perkawinan yang tidak dapat dkeata karena
perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur keabsaparkawinan
berdasarkan hukum agama.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang dilakukah gkeorang
transeksual yang telah melakukan operasi penyeraparnkelamin.
Perkawinan tersebut dapat dicatatkan karena sefragan ketentuan
syarat dan rukun dari perkawinan berdasarkan Untbagng
Perkawinan. Seseorang yang telah melakukan opeesyempurnaan

kelamin tidak menentang aturan hukum agama dan asper

18 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut

Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, cet. 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 153.
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penyempurnaan kelamin tersebut diperbolehkan. Hialjuga didasari
karena adanya indikasi medis dalam melakukan opet@sebut.
Perkawinan tersebut dapat dicatatkan berdasarkaal @ Undang-
Undang Administrasi Kependudukan dan dijelaskanhldanjut dalam
pasal 67 — 69 Peraturan Presiden Indonesia Nom®ag&n 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduketi@atatan Sipil

4.2.2 Analisis Perkawinan Transeksual Dikaitkan dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19ang
Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Renika), mengenai

pengertian perkawinan dapat dijelaskan sebagdaiuieri

“Perkawinan ialah ikatan lahir.-dan bathin antararaeg pria dengan
seorang wanita sebagal suami isteri dengan tujuambantuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abarklan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal tersebut dapat diuraikan menjadi 4 (¢mypesur, yaitu:

1. Ikatan lahir dan bathin.

2. Dilaksanakan antara seorang pria dengan seorantpwan

3. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yartwpdia dan
kekal.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari keempat unsur tersebut dapat dianalisis sa&xsapu setiap
unsurnya. Pertama adalah mengenai ikatan lahir dan bathin. Hal ini
dimaksudkan bahwa perkawinan tidak lagi hanya alilgebagai hubungan
jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan bddnnmana ikatan lahir
dan bathin yang dijalin dalam suatu perkawinanartengan salah satu

tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu kekal.
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Unsur yangkedua adalah perkawinan tersebut dilaksanakan antara
seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan giakgi di Indonesia
hanya antara seorang laki-laki dengan seorang avadisur kedua ini
membatasi atau melarang adanya perkawinan sefgikawinan sejenis
seperti perkawinan antara homoseksual (laki-lakigde laki-laki) atau
antara para lesbian (perempuan dengan perempuady timbul
pertanyaan bagaimana dengan perkawinan antaranggmiia atau wanita
dengan pria atau wanita yang pernah melakukan sipgr@rubahan
kelamin. Apakah pria atau wanita yang telah melakudperasi perubahan
kelamin tersebut dapat dikatagorikan sebagal ptau avanita yang
dimaksud dengan pria dan wanita dalam Undang-UnBankawinan?.

Menurut penjelasan dari Neng Djubaedah, yang diothkgalam
Undang-Undang Perkawinan mengenai pria dan- wanitalah pria
maupun wanita yang ‘asli’ atau ‘murni’. Dalam amtig&ecara kodrati
merupakan seorang wanita ataupun pria dan ketik@ kinyatakan
sebagai anak perempuan atau anak lakifgki.

Namun, hal ini tidak dipungkuri terdapat kelainagtika kelahiran,
seperti seseorang yang berkelamin ganda. Sesegaaigy berkelamin
ganda adalah ketika dilahirkan mempunyai dua kelanamun dalam
perkembangan nantinya hanya salah satu kelamin lparigembang dan
berfungsi dengan baik. = Tindak lanjutnya adalah dangoperasi
penyempurnaan . kelamin.. Seseorang yang berkelamindagadan
melakukan operasi penyempurnaan kelamin masih mdalakn katagori
transeksual. Hanya saja bila membicarakan mengesriawinan antara
sesorang yang berkelamin ganda dengan sesorangnyargga dirinya
terperangkap dalam tubuh lawan jenisnya adalahedarb

Seseorang yang berkelamin ganda dan melakukan sbdemin
disebut dengan penyempurnaan kelamin. Dalam haljeliais kelaki-
lakiannya dan keperempuan-perempuannya. Sedangisaorang yang
merasa dirinya terperangkap dalam tubuh lawanngaislan melakukan
operasi kelamin, hal ini disebut dengan operasygeran kelamin. Bila

19 Neng Djubaedah, (2011, September). Personal Interview
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dikaitkan dengan masalah perkawinan, seseorangryafakukan operasi
penyempurnaan kelamin dapat dikatagorikan sebagaafau perempuan
yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang PerkawiBadangkan
seseorang yang melakukan operasi perubahan Kkeldicék dapat
diakatagorikan sebagai pria atau perempuan yangksinad dalam pasal 1
Undang-Undang Perkawinan, walaupun secara fisikh&rseperti pria
atau perempuan seutuhnya. Hal ini diperjelas dd&atwa MUI (Majelis
Ulama Indonesia) dari hasil Musyawarah Nasiona8 kexhwa mengubah
alat kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasamblaalam diri yang
bersangkutan, hukumnya haram dan penyempurnaan mikela
diperbolehkart™® Orang yang telah melakukan operasi perubahan kelam
dianggap jenis kelaminnya adalah sama seperti wabeélilakukannya
operasi.

Unsur yangketiga adalah perkawinan bertujuan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. bé¢atnk keluarga
yang bahagia di sini dikaitkan dengan keturunampe8eyang dijelaskan

dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan,

“membentuk Kkeluarga yang bahagia rapat hubungangagen
keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinametiharaan

dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Bila dikaitkan dengan transeksual, tujuan dari petkan yaitu

membentuk keluarga tidak tercapai. Hal ini dikakamaseseorang yang
melakukan operasiperubahan kelamin, secara fisiknya terlihat seperti
pria atau wanita pada umumnya, namun terdapat déetsbmpurnaan
karena tidak dapat menghasilkan keturunan. Seotakglaki yang

merubah kelaminnya menjadi kelamin perempuan tal@dn mempunyai
rahim seperti wanita normal. Walaupun pada kenysagea wanita normal

ada yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Barlkeal dengan

10 pidi Syafirdi, http://www.detiknews.com/, MUl Haramkan Operasi Ganti Kelamin, Juli

27, 2010. Diakses pada tanggal 10 Nevember 2011 pada pukul 10.43 wib.
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transeksual karena wanita normal pada dasarnyp tetmiliki ramin
namun dalam perkembangannya terkena virus atau aRgnyang
menyebabkan tidak dapat menghasilkan keturunan mengakibatkan
diangkatnya rahim tersebut. Sedangkan perempuary yaerubah
kelaminnya menjadi kelamin laki-laki tidak akan dapmenghasilkan
sperma seperti laki-laki normal. Walaupun memanigrdahal ini, yaitu
mengenai ada atau tidak adanya keturunan tidakuselanjamin setiap
perkawinan bahagia dan kekal. Namun, pada intingekagwinan yang
dilaksanakan oleh transeksual tidak memenuhi tuglean perkawinan itu
sendiri.

Tujuan membentuk keluarga ~yang kekal dimaksudkamwha
perkawinan hanya sekali dalam hidup. Dalam Agamé#olia Roma,
perceraian _adalah dilarang. Sedangkan dalam Iskmdirs membenci
perceraian, namun tidak berarti menutupnya kemunagkiterjadinya
perceraian selama didukung oleh alasan-alasandibagarkan syaridt*

Unsur yang terakhir adalah perkawinan berdasarketnhi&nan Yang
Maha Esa. Pencantuman Ketuhanan'Yang Maha Eséhddakna negara
Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sitan@aya adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwegp getrkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agarohé@an sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang mehtitial ini pun
dijelaskan oleh Jimly Asshiddigie bahwa agama memjauposisi sentral
yang di dalamnya terdapat sila'Ketuhanan Yang M&d& yaitu menurut
Hazairin merupakan sila pertama yang utdrinsur terakhir dari pasal
1 yaitu perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Masa berkaitan
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawini&n ya

B Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:

Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2, (Jakarta:Kencana,
2004), hal 43.

2 Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, penjelasan pasal 1.

13 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut

Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, cet. 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 8.
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“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menuuokiul masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1),

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masiagamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undaray D845.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya Itu termasuk peraturan perundangrgad yang
berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaammysepanjang
tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalamdang-Undang
ini.”

Dalam penjelasan ini dimaksudkan bahwa perkawinangysah bagi
agama Islam adalah perkawinan yang berdasarkantuateSyariat Islam.
Perkawinan yang sah bagi yang beragama Kristetagarkawinan yang
berdasarkan ketentuan ajaran Kristen. Begitu jleyag@n agama lainnya
yang diakui di Indonesia.

Dalam ajaran. Islam, operasi -perubahan kelamin hAdddaram
hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUl (hdsiti Musyawarah
Nasional ke-ll). Operasi tersebut dinyatakan hakanena pada dasarnya
alat kelamin yang telah ada sejak lahir telah senglLain halnya ketika
membicarakan mengenai kelamin ganda. Islam memiadien
dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin. BeRaitdengan
perkawinan, dalam ajaran Islam diharamkan dilakokan operasi
perubahan kelamin. Sehingga perkawinan yang ditgtsan bagi
seseorang yang melakukan operasi perubahan kekailah tidak sah.
Perkawinan tersebut dipersamakan dengan perkawsgenis yang
dilarang baik oleh agama maupun oleh hukum negara.

Tidak hanya dalam ajaran Islam. Di dalam agama lkaRoma,

dikatakan dalam Kopendium Ajaran Sosial Gerejawaamelawan teori-
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teori yang melihat identitas seksual semata-mabmgse satu produk
kultural dan sosial dalam iteraksi antara masyardka individu sambil
mengabaikan identitas seksual pribadi atau tanpenpedimbangkan
makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak pkanah lelah untuk
selalu merumuskan secara jelas ajarannya sensi@iiiap manusia, entah
laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan mereseksualitasnya
sendiri...” Selanjutnya dijelaskan bahwa identiseksual sebagai syarat
objektif untuk membentuk pasangan hidup bersamariak sesuatu yang
dapat diubah sesuka hatf. Hal ini dapat dikatakan bahwa identitas
seksual seseorang tidak dapat diubah sesuka pa tadanya alasan
ilmiah. Oleh karena itu, pada dasarnya transekdealgan melakukan
operasi perubahan kelamin adalah dilarang. Sehipgykawinan bagi
orang yang melakukan operasi perubahan kelamin pliggang dan
dinyatakan tidak sah. Hal ini dikaitkan dalam p&gen berikutnya pada
Kopendium = Ajaran Sosial Gereja bahwa perkawinan setart
dipersamakan dengan perkawinan sejenis karena melagar tidak dapat
menghasilkan keturunan yang digariskan dalam sturukanusia.

Dari dua ajaran agama tersebut dapat dijelaskawéagderkawinan
yang dilaksanakan oleh seseorang yang melakukarasoipperubahan
kelamin adalah tidak sah. Dalam kedua ajaran agaaik,agama Islam
maupun agama Katolik Roma, melarang dilaksanakanoparasi
perubahan kelamin. Sehingga berdasarkan ketentasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan bagi transgksyang
melakukan operasi perubahan kelamin tidak sah kamenurut agama
operasi perubahan kelamin adalah dilarang.

Namun tidak hanya kedua agama tersebut, setiapaaganyg diakui
di Indonesia sama menentang adanya perubahan kelihanurut ajaran
agama, seseorang yang melakukan operasi perubabtamik tanpa ada

dasar ilmiah merupakan salah satu bentuk tidakyblkus atas apa yang

54 - http://www.vatican.va/, Kompendium Ajaran Sosial Gereja. Diakses pada tanggal

16 November 2011 pada pukul 00.07 wib.
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diberikan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena prpsashahan tersebut
dilarang, secara otomatis perkawinan yang dilaksamaun tidak sah.
Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinalask@n bahwa,

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturanupdang-undangan
yang berlaku.”

Berdasarkan pasal ini, keabsahan suatu perkawidak didasarkan pada
pencatatan perkawinan. Perkawinan sah berdasarktemtban agama.
Apabila perkawinan yang sah secara agama, sahnpemairut peraturan
perundang-undangdn; Menurut Bagir Manan, suatu perbuatan hukum
yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukurakdzat hukum
menjadi sah pul&®® Selanjutnya menurut Bagir Manan, ketentuan pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengartikan bapeskawinan
adalah sah apabila sah menurut agama. Sedangkeatgten perkawinan
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undanlgsén Perkawinan,
hanya dipandang sebagai peristiwa penting bukatu gexistiva hukum
karena perkawinan sebagal peristiva hukum ditemtukleh agama.
Karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu tittak akan mempunyai
akibat hukum, apalagi dapat menyampingkan sahnykapéan yang
telah dilaksanakatr.

Menurut- _Neng Djubaidah, = pencatatan perkawinan tidak
mengakibatkan sah atau tidaknya suatu perkawinamud, perkawinan

tersebut wajib dicatatkan bagi setiap warga nefirBapat dikatakan

15 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut

Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, cet. 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 154.
% Ibid., hal. 157.

%7 bid., hal. 158.

%8 Hasil wawancara dengan lIbu Neng Djubaedah S.H., M.H..

Universitas Indonesia

Status hukum ..., Vina Aliya, FH Ul, 2012



77

bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai kewaglkministrasi
belaka!>®

Bila dikaitkan dengan kasus transeksual. Seseongmyp telah
melakukan operasi perubahan kelamin lalu menikahdieatatkan, baik
di dalam Pencatatan Sipil maupun KUA (Kantor Urugegama), tidak
berarti perkawinan tersebut telah sah. Karena ledwlmssuatu perkawinan
didasarkan ketentuan dari agama. Sedangkan agas&buée melarang
dilakukannya operasi perubahan kelamin yang mebgtéan tidak
sahnya perkawinan yang dilaksanakan secara agasebue Bila aturan
melarang atau tidak mensahkan suatu perbuatan hsépenti perkawinan
bagi transeksual dari ajaran agama, hubungan hytara pihak yang
melaksanakan perkawinan adalah tidak sah dan teakmbulkan akibat
hukum apapun. Terlebih lagi pencatatan perkawirtak tmengakibatkan
hubungan hukum antara para pihak menjadi sah @ammmbulkan akibat
hukum tidak sah pula.

Apabila perkawinan oleh seseorang yang telah-mk&akiwperasi
perubahan kelamin tetap dilakukan, tindakan hukamgydapat dilakukan
adalah pembatalan perkawinan. Sebagaimana didamgesal 22 yaitu,

“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapatalkaa apabila
para pihak tidak ‘memenuhi syarat-syarat untuk ngslamgkan

perkawinan.”

Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berapatksan yang
menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak ‘$&hSedangkan
sesuatu yang tidak sah dianggap tidak pernah adantkian ini hampir
mirip dengan batal demi hukum. Namun dalam ketentperkawinan
tidak ada perkawinan batal demi hukum. Hal inildg&an dalam pasal 85

KUHPerdata. Dalam pembatalan perkawinan harus adgmytusan

19 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut

Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, cet. 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 214.

160 Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, Cet-1,

(Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hal 53-54.
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pengadilan dan akibat dari perkawinan tersebutrsepenyangkut anak
dan harta bersama tidak berlaku surut.

Dikaitkan dengan kasus Shinta, Shinta menyadari whah
perkawinannya tidak dapat disahkan baik secara aghn dicatatkan di
Pencatatan Sipil. Perkawinan yang terlaksana demgsama dengan
perkawinan sesama jenis. Sudah jelas perkawinaselet dilarang.
mengapa dipersamakan? Karena Shinta sebagai sga@aseksual, yang
dulunya berjenis kelamin laki-laki dan sekarang telah berubah dan
berjenis kelamin perempuan, akan tetap diakui sebagi-laki. Contoh
lain dari perkawinan transeksual adalah perkawamshenn Vivian Rubianti.
Perkawinan tersebut sahnya secara agama di sebtgjh dan dicatatkan
di Pencatatan Sipil pada awal bulan November 1875eharusnya bila
berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Perkayang pada saat itu
telah berlaku tidak dapat disahkannya perkawinan\d&ian dan begtu
pula untuk dicatatkan. Menurut aturan dari Undamgi&hg Perkawinan,
perkawinan yang dilaksanakan dapat dibatalkan -deng&ngajukan
permohonan pembatalan  perkawinan kepada pengaddanana
perkawinan tersebut dilaksanakan. Secara otomaigawinan yang
dibatalkan tersebut sama dengan batal demi hukma$ama dianggap
perkawinan tersebut tidak ada. Namun dalam hdianis adanya putusan
dari perkawinan bukan dengan sendirinya batal derkum. Perkawinan
tersebut walaupun telah memenuhi syarat formil manperkawinan
tersebut tidak memenuhi ‘Syarat syarat sahnya pe&mkaw Dimana
perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentahnya perkawinan
yaitu berdasarkan agama dan kepercayaannya ita. d@ehrnya sesorang
yang telah melakukan operasi perubahan kelamingdam oleh agama
tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Bila dergaatu perkawinan,

perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinanisej

161 ___ “Viva Vivian.” www.majalah-historia.com, diakses pada tanggal 10 November

2011, pukul 11.40 wib.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesmpulan

Setelah dilakukannya analisis dan pembahasan panelerta menyajikan
data-data dari hasil penelitian, maka penelitian dapat ditarik kesimpulan.
Penelitian ini menjelaskan status hukum transeksaalperkawinannya dikaitkan
dengan Undang-Undang -Administrasi Kependudukan damang-Undang
Perkawinan. Penelitian ini menghasilkan kesimpskimagai berikut:

1. Peristiwa penting yang timbul ketika seseoranghtef@elakukan operasi
perubahan kelamin adalah adanya perubahan namépgban jenis kelamin,
dan pencatatan perkawinan. Setiap peristiva penyiagg terjadi pada
masyarakat harus dicatatkan di Pencatatan Sipd guendapatkan keabsahan
Identitas dan kepastian hukum atas dokumen pendymrkndungan status
hak sipil penduduk dan.mendapatkan data yang mujdddnar dan lengkap.
Dimana hal tersebut merupakan tujuan dari admasstkependudukan
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Peraturard&relmdonesia Nomor
25 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan pasal 52h@ean nama) dan pasal
56 (perubahan jenis kelamin) Undang-Undang Nomor&aun 2006 tentang
Administrasi -Kependudukan, seseorang yang telahakuokin operasi
perubahan kelamin harus memohonkan kepada pengaeilkebih dahulu
guna mendapatkan penetapan pengadilan mengenbaparunama dan jenis
kelamin tersebut. Selanjutnya pemohon (seseoramg tgtah melakukan
operasi perubahan kelamin) dapat meminta kepadankisPelaksana untuk
mencatatkan peristiwva penting tersebut dengan mahlan penetapan
pengadilan dimana merupakan prasyarat pencataarpatubahan nama dan
jenis kelamin. Instansi Pelasana akan melakukatarapinggir pada register
akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatafh Bengan selesainya
proses pencatatan tersebut, hak dari transekgpehtghi yaitu mendapatkan
keabsahan identitas barunya dan kepastian hukurgenanstatus baru yang
dimiliknya. Pencatatan perubahan nama dan jenakal (peristiwa penting
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lainnya) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 93 daasal 97 Peraturan
Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang/&atan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selain mengenai perubahan nama dan jenis kelamiistigva penting yang
berkaitan dengan transeksual adalah mengenai jé¢gcaperkawinan.
Perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yéaiy eelakukan operasi
perubahan kelamin tidak dapat dicatatkan. Perkawidapat dicatatkan
apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun syarat perkawinan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 TaMRird ltentang
Perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilaksanalednseseorang yang
telah melakukan operasi kelamin tidak sesuai dersggmya perkawinan
menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Remka. Berbeda
halnya dengan perkawinan seseorang yang telah wokelak operasi
penyempurnaan kelamin dapat dicatatkan di Pemeat&ipil karena
perkawinan tersebut memenuhi syarat sahnya perkawmenurut Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemacatperkawinan
tersebut diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Aditnasi Kependudukan
dan penjelasannya dan dijelaskan lebih lanjut dgdasal 67 — 69 Peraturan
Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang/®&aitan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang taklbkukan perubahan
kelamin tidak sesuai dengan pengertian perkawirsdand pasal 1 Undang-
Undang Perkawinan. Hal ini karena tidak sesuai dengnsur-unsur yang
terdapat pada pasal tersebut. Perkawinan yanguitdakoleh seseorang yang
telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sahdsarttan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dekggmtuan hukum
agama. Hal ini didasarkan setiap agama melaramdsudibnnya perubahan
kelamin karena tidak mensyukuri apa yang diberigkth Tuhan. Sehingga
perkawinan yang dilaksanakanpun tidaklah diperb@ehdan dilarang.
Berbeda halnya dengan seseorang yang telah melakulgaerasi
penyempurnaan kelamin. Agama tidak melarang dilakoga operasi

penyempurnaan kelamin karena operasi tersebut uftidek untuk lebih
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menegaskan jenis kelaminnya. Operasi penyempurkaekmin dilakukan
oleh orang yang mempunyai kelamin ganda ketikar.laRierkawinan
seseorang yang telah melakukan penyempurnaan ketliperbolehkan dan
sah menurut ketentuan hukum agama. Selain itu wrsur yang terdapat
pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terpenuhi.

Keabsahaan dari suatu perkawinan tidak dilihat diaatatkan atau tidaknya
suatu perkawinan di Pencatatan Sipil atau KUA, mkén dilihat dari
ketentuan hukum agama. Namun sebagai warganegagabgik, pencatatan
perkawinan menjadi suatu kewajiban sesuai dengeatyvan pada pasal 34
Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ketika kpeman oleh
seseorang yang telah melakukan operasi perubal@miketelah terlaksana,
perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan mekmajypermohonan
pembatalan kepada pengadilan dimana tempat per&awdiangsungkan.
Hal ini karena ketidaksahannya perkawinan ters®entlasarkan ketentuan
agama. Perkawinan tersebut diasumsikan tidak peadahatau tidak pernah

terjadi.

5.2F saran
Dari kesimpulan di atas,terdapat beberapa sarag gapat diberikan,
yaitu:

1. pemerintah seharusnya dapat lebih menegaskan nengesisi dan
kedudukan dari transeksual (( seseorang yang teklakokan operasi
perubahan kelamin). . Harus adanya penetapan ataatuper yang
memberikan penjelasan. terhadap kedudukan darietkkanal berkaitan
dengan syarat-syarat sebelum dilaksanakannya operapahan kelamin
dan juga hak-hak apa saja yang akan didapatkan.

2. Harus adanya singkronisasi antara peraturan pemgrgiadangan yang
berlaku. Dalam hal ini adalah antara Undang-Undadogior 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undandadg Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana di Undangadg
Administrasi Kependudukan memberikan hak kepadaséiesual untuk
mendapatkan status hukumnya sedangkan di satudaism Undang-
Undang Perkawinan tidak diberikannya hak untuk kemibagi kaum
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transeksual (dalam hal ini seseorang yang melakoka&nasi perubahan
kelamin). Pada intinya harus ada perubahan ataanaytang ada untuk
menyamakan peraturan yang satu dengan yang lasuggyatidak terjadi
kebingungan dan juga agar dapat memberikan kepabti&kum bagi
masyarakat seluruhnya dan kaum transeksual khysusn

. Selain itu, harus adanya penegasan bahwa dilaky&aperasi perubahan
kelamin bukan satu-satunya cara untuk mendapatiharinonisan antara
tubuh dengan jiwa atau perasaannya, tetapi jugajaskerpengobatan

tingkah laku dengan bantuan psikolog.
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